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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lulus pendidikan dan pelatihan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) merupakan
salah satu syarat yang perlu dipenuhi oleh seorang Calon PNS sebelum dapat diangkat
sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sebagaimana tercantum dalam Undang-undang
Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan bahwa Calon PNS
wajib menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun. Sebagaimana tertuang dalam
Peraturan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan
Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil, pelatihan dasar CPNS adalah pendidikan dan pelatihan
dalam masa Prajabatan yang dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas
moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter
kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta

kompetensi bidang.

Implementasi yang diharapkan dengan berlakunya peraturan tersebut adalah seorang
PNS tidak hanya semata dijadikan sebuah profesi namun juga dapat dijalankan fungsinya
dengan baik yaitu sebagai perekat dan pemersatu bangsa, pelaksana kebijakan publik, dan
yang terpenting adalah sebagai pelayan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut maka
seorang CPNS harus dibekali dengan dasar pemahaman yang kuat. Maka dari itu Pelatihan
Dasar Calon PNS dalam halnya membentuk bibit PNS yang berkualitas berlandaskan
dengan core values ASN yakni Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis,
Loyal, Adaptif, Kolaboratif (BerAKHLAK). Core values ASN ini perlu
diimplementasikan ke dalam suatu kegiatan yang disebut dengan Aktualisasi. Aktualisasi
ini yang akan menjadi cerminan dari seorang CPNS mengenai sudah sejauh mana mereka
dapat menerapkan core values ASN dan memahami peran dan kedudukannya sebagai
seorang CPNS.

Pada laporan aktualisasi ini, akan dibahas mengenai solusi yang dapat menjadi
pemecah dari permasalahan yang saat ini terjadi pada Subbagian Organisasi, Bagian
Organisasi dan Tata Laksana. Isu yang diangkat yakni “Kurangnya informasi mendetail
mengenai unit yang mengajukan penataan organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal

DPR RI”. Untuk melakukan penataan organisasi, Subbagian Organisasi membutuhkan
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informasi yang akurat mengenai permasalahan yang terjadi pada unit-unit lain yang
mengajukan penataan organisasi. Beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangan
dalam melaksanakan penataan organisasi Setjen DPR RI sebagaimana tercantum dalam
Peraturan Sekretaris Jendeal DPR RI Nomor 18 tahun 2016 yakni, faktor Internal, yang
dapat diakibatkan oleh perubahan visi dan misi, yang pada prinsipnya perubahan ini
merupakan pengembangan strategi yang dilakukan oleh pimpinan unit organisasi untuk
mencapai tujuan organisasi yang akan mengakibatkan terjadinya penataan organisasi dan
perubahan beban kerja yang menunjukkan adanya tren perubahan beban kerja secara
signifikan dari unit organisasi tersebut. Sedangkan untuk faktor eksternal, dapat terjadi
dikarenakan adanya kebijakan pemerintah yang implikasinya memerlukan perubahan
struktur, tugas, dan fungsi organisasi yang telah ada, kemudian adanya tuntutan dari
stakeholder, untuk memenuhi kebutuhan stakeholder dalam upaya pencapaian tujuan

organsiasi, dan perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat.

Pelaksanaan penataan organisasi juga dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal
seperti, melaksanakan amanah peraturan perundang-undangan bagi pelaksanaan tugas dan
fungsi sebagai unsur pendukung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
menunjang keberhasilan pencapaian visi dan misi DPR RI, dan Setjen DPR RI,
mempunyai ruang lingkup tugas yang bersifat strategis, memberikan kontribusi dan
manfaat kepada DPR RI, Setjen RI, serta masyarakat, kemudian tersedianya sumber daya
yang meliputi pegawai, pembiayaan, sarana dan prasarana, memiliki standar operasional
dan prosedur dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai unsur pendukung DPR RI

serta tugas teknis operasional dan/ atau tugas teknis penunjang tertentu.

Penataan organisasi dapat berdampak atau tidak berdampak pada perubahan
Peraturan Presiden yang melandasi terbentuknya organisasi. Dalam hal penataan
organisasi yang dilakukan tidak mengakibatkan perubahan Peraturan Presiden, penataan
organisasi dapat dilakukan melalui dua prosedur, yakni berdasarkan hasil analisis
Subbagian Organisasi atau berdasarkan usulan unit terkait. Namun pembahasan ini fokus
untuk mendalami permasalahan dalam penataan organisasi yang diusulkan oleh unit
terkait. Sebagaimana tercantum dalam Persekjen DPR Rl Nomor 18 tahun 2016 tentang
Pedoman Penataan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, langkah-langkah yang harus dilakukan

dimulai dari identifikasi yang dilakukan oleh pimpinan unit kerja terkait adanya
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permasalahan yang timbul pada visi, misi, tugas pokok dan fungsi, rencana kerja, program
kerja, beban kerja, dan/ atau hasil kerja unit kerja yang bersangkutan, kemudian unit
tersebut melakukan penyusunan kajian. Permasalahan yang telah diidentifikasi dimaksud
kemudian secara sistematis diinventarisasi dan dirumuskan agar dapat dipahami sebagai
permasalahan yang membutuhkan pemecahan dalam bentuk penataan organisasi sehingga

dapat menjadi justifikasi pentingnya dilakukan penataan organisasi dimaksud.

Disisi lain, Peraturan mengenai mekanisme penataan organisasi di lingkungan
Sekretariat Jenderal DPR RI sudah tertuang dalam Persekjen Nomor 18 tahun 2016.
Namun impelementasi dari peraturan tersebut belum dilaksanakan dengan baik,
sebagaimana yang saat ini terjadi adalah informasi yang diberikan oleh unit yang
mengajukan penataan organisasi (melalui nota dinas) masih sangat terbatas sehingga
Subbagian Organisasi perlu melakukan koordinasi terus-menerus dan melakukan
penggalian data kembali sehingga membutuhkan waktu yang lama dalam melakukan
penataan organisasi. Untuk itu perlu dilakukan penuangan kembali terhadap pedoman
yang sudah ada. Harapannya, dengan kemasan baru ini lebih mudah untuk dipahami dan
diimplementasikan dalam melakukan penataan organisasi, sehingga unit-unit terkait di
lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI dapat memberikan informasi sebagaimana
dimaksud dalam memudahkan proses penataan organisasi di lingkungan Sekretariat
Jenderal DPR RI.

Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

2. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

3. Peraturan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah

5. Peraturan Sekretaris Jenderal DPR Rl Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penataan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

6. Peraturan Sekretaris Jenderal DPR Rl Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
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sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR Rl Nomor 24
tahun 2021.

7. Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 16 Tahun 2021 tentang Penetapan Nilai
dan Kelas Jabatan di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI
Nomor 3 tahun 2022

C. Tujuan
Tujuan kegiatan aktualisasi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
Pelatihan Dasar CPNS dan untuk meningkatkan kinerja Subbagian Organisasi, Bagian
Organisasi dan Tata Laksana, khususnya sebagai panduan dalam pengajuan restrukturisasi

organisasi dalam lingkup Sekretariat Jenderal DPR RI.

D. Manfaat
Manfaat kegiatan pada rancangan aktualisasi ini adalah:

1. Bagi organisasi, dapat menjadi kontribusi peningkatan Kkinerja, khususnya proses
administrasi berupa: (1) Terciptanya proses administrasi yang baik dan tepat; (2)
Terkumpulnya informasi yang valid; (3) Sebagai bahan pertimbangan dalam
melaksanakan penataan organisasi

2. Bagi peserta latsar, menginternalisasi nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara pada

lingkungan kerja.



BAB Il
PROFIL ORGANISASI DAN JABATAN

A. Visi dan Misi Unit Kerja

Sistem pendukung lembaga perwakilan memiliki dasar yuridis yang kuat karena
diatur secara eksplisit dalam bab tersendiri pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014
tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019, yaitu Bab VI tentang
Sistem Pendukung.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan
Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dibentuk Sekretariat Jenderal MPR, Sekretariat
Jenderal DPR, dan Sekretariat Jenderal DPD yang susunan organisasi dan tata kerjanya
diatur dengan Peraturan Presiden atas usul Lembaga masing-masing. Hal yang perlu
digaris bawahi adalah frasa “atas usul lembaga masing-masing”. Ini menunjukkan adanya
nilai demokrasi bahwa masing-masing lembaga dapat mengusulkan susunan organisasi
dan tata kerjanya, karena disadari bahwa karakteristik sistem pendukung lembaga
perwakilan dan lembaga eksekutif berbeda.

Selain susunan organisasi dan tata kerja, UU MD3 juga menyebutkan bahwa
ketentuan mengenai manajemen kepegawaian MPR, DPR, dan DPD diatur dengan
peraturan lembaga masing-masing yang dibahas bersama dengan pemerintah untuk
ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. Sebagai sistem pendukung DPR RI, Sekretariat
Jenderal DPR RI mempunyai visi yaitu menjadi Sekretariat Jenderal yang professional dan
modern dalam mendukung visi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Hal ini
mendukung visi DPR RI yaitu menjadi lembaga perwakilan yang modern, berwibawa dan
kredibel. Visi ini mencerminkan cita-cita dan harapan Sekretariat Jenderal Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk menjadikan seluruh unit kerja di lingkungan
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berkinerja tinggi
melalui dukungan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang mampu
mendukung tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, serta
mewujudkan lingkungan kerja yang good and clean governance sesuai dengan peraturan
yang berlaku, dan mampu memanfaatkan teknologi untuk mendukung pelaksanaan tugas

dan fungsi serta kemudahan akses informasi bagi publik.



Sekretariat Jenderal DPR Rl mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan
wewenang dan tugas DPR RI di bidang persidangan, administrasi, dan keahlian. Maka
secara struktur organisasi, untuk pelaksanaan tugas di bidang persidangan untuk
mendukung kelancaran pelaksanakaan wewenang dan tugas DPR RI dilaksanakan oleh
Deputi Bidang Persidangan. Pelaksanaan tugas di bidang administrasi untuk mendukung
kelancaran pelaksanakaan wewenang dan tugas DPR RI dilaksanakan oleh Deputi Bidang
Administrasi. Sedangkan pelaksanaan tugas di bidang keahlian untuk mendukung
kelancaran pelaksanakaan wewenang dan tugas DPR RI dilaksanakan oleh Badan
Keahlian.

Upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi dirumuskan dalam Misi. Misi
merupakan jembatan penjabaran visi ke dalam tujuan sehingga untuk mendukung
kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI serta tugas pokok dan fungsi
Sekretariat Jenderal DPR RI, Sekretariat Jenderal DPR RI memiliki misi sebagaimana
tercantum didalam rencana strategis tahun 2020-2024 yakni:

1) Memberikan dukungan dan pelayanan prima bagi pelaksanaan tugas dan fungsi DPR
RI.

2) Melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang profesional, baik, dan
bersih di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR.

3) Menyajikan data yang lengkap, akurat, dan andal sebagai bahan dalam pengambilan
keputusan DPR RI.

Berdasarkan Peraturan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR Rl Nomor 6 Tahun 2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR
RI Nomor 24 Tahun 2021, Sekretariat Jenderal DPR Rl mempunyai kedudukan, tugas dan
fungsi sebagai berikut :

1. Kedudukan
Untuk mendukung kelancaran perlaksanaan wewenang dan tugas Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dibentuk Sekretariat Jenderal Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan

Rakyat Republik Indonesia dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal.



2. Tugas

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mempunyai

tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan

Rakyat Republik Indonesia di bidang persidangan, administrasi, dan keahlian.

3. Fungsi

Untuk menjalankan tugas, Sekretariat Jenderal DPR RI menyelenggarakan

fungsi:

a.

Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di lingkungan
Sekretariat Jenderal;

Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di
lingkungan Sekretariat Jenderal

Perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan persidangan
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan administrasi
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan keahlian kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengawasan intern di lingkungan
Sekretariat Jenderal;

Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengolahan data dan pelayanan informasi,
pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan pembinaan jabatan
fungsional, serta dukungan tertentu pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat
Jenderal;

Pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat
Repulik Indonesia; dan

Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal DPR RI, kemudian

diturunkan kedalam tugas dan fungsi Deputi Bidang Administrasi. Deputi Bidang

Administrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan,

dan pelaksanaan dukungan administrasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik



Indonesia dan Sekretariat Jenderal. Dalam melaksanakan tugas, Deputi Bidang

Administrasi menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di lingkungan Deputi Bidang
Administrasi;

b. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan
Deputi Bidang Administrasi;

c. Penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan bidang hukum dan pengaduan
masyarakat;

d. Penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan bidang sumber daya manusia;

e. Penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan bidang organisasi dan perencanaan;

f.  Penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan bidang keuangan;

g. Penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan bidang pemeliharaan bangunan dan
wisma;

h. Penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan bidang umum;

i. Pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Sekretaris Jenderal; dan

J. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Sekretaris Jenderal.

Sementara Biro Organisasi dan Perencanaan mempunyai tugas menyelenggarakan
penataan organisasi dan jabatan, penataan tata laksana, perencanaan program dan
anggaran, serta pengelolaan kinerja organisasi dan pelaksanaan reformasi birokrasi. Dalam
melaksanakan tugas, Biro Organisasi dan Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan dan evaluasi rencana, program, dan anggaran di lingkungan Biro

Organisasi dan Perencanaan;

b. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang organisasi dan perencanaan;
c. Pelaksanaan penataan organisasi dan jabatan;

d. Pelaksanaan penataan tata laksana;

e. Pelaksanaan perencanaan program dan anggaran;

f. Pelaksanaan pengelolaan kinerja organisasi dan reformasi birokrasi;

g. Penyusunan laporan kinerja Biro Organisasi dan Perencanaan; dan

h. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Deputi Bidang Administrasi.

Kemudian Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan
penataan organisasi, jabatan dan tata laksana di lingkungan Sekretariat Jenderal. Dalam

melaksanakan tugas, Bagian Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:



a. Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Organisasi dan Tata Laksana;

b. Penyusunan bahan kegiatan di bidang penataan organisasi, jabatan, dan tata laksana;

c. Pelaksanaan penelaahan dan evaluasi kelembagaan di lingkungan Sekretariat
Jenderal,

d. Pelaksanaan penataan jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal,

e. Penataan proses bisnis di lingkungan Sekretariat Jenderal;

f. Pelaksanaan penyusunan standardisasi dan evaluasi prosedur, norma, dan standar
kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal;
Pelaksanaan tata usaha Bagian Organisasi dan Tata Laksana; dan
Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Organisasi dan

Perencanaan.

Sedangkan tugas dari Subbagian Organisasi di Sekretariat Jenderal DPR RI yakni
melakukan penelaahan dan penataan organisasi, mengevaluasi kelembagaan di lingkungan
Sekretariat Jenderal serta pelaksanaan kegiatan tata usaha Bagian Organisasi dan Tata
Laksana.

Struktur Organisasi

Struktur organisasi yang saat ini berlaku pada Sekretariat Jenderal DPR R,
sebagaimana tertuang dalam Peraturan Sekretaris Jenderal DPR Rl Nomor 6 Tahun 2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR
RI Nomor 24 tahun 2021, sebagai berikut:



Deputi Bida
Administras

at Utama

Pusat Perancangan
Undang-Undang

Pusat Akuntabilitas

Keuangan Negara

Biro Umurm

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Biro Organisasi dan Perencanaan
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C. Tugas dan Fungsi Jabatan Peserta
Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR Rl Nomor 16 Tahun 2021 tentang
Penetapan Nilai dan Kelas Jabatan di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR
Rl Nomor 3 tahun 2022, bahwa keberadaan jabatan Analis Organisasi digambarkan

sebagaimana gambar berikut:

Fungsional/Pelaksana Ks|B | K ng Kl | K ws|B | K

Analis Organisasl 7113 Analis Perencanaan 71114 7(0]1
Pengolah Data Kelembagaan 6|11 Pengeloia Bahan Perencanaan 6|12 Analis Manajemen Risiko 711
Pengelola Data 6|11 Pengeloia Data 6|01 Pengelola Akuntabiitas 6|11
Pengadministrasi Umum §11]11 Pengadministrasi Umum 5101 Pengelola Data 41111
Pengadministrasi Umum 5(0|1

FungsionalPelatsana Ks |8 | K ungsion el 8|
Analis Jabatan 72 Anslis Perencanaan 7]3]s (ks|e |k
Pengolah Data Kelembagaan 601 Pengelola Bahan Perencanaan 8|22 7|22
Pengadminstrasi Umum AR Pengelola Data AERE Pengelola Akuntabiltas 6o
Pengadministrasi Umum 5o Pengadministrasi Umum s[1]1

Fungsional/Pelaksana Kis| B | K
Anals Tata Laksana 7|2 gsionalP LIRS
Pengolah Data Kelembagaan 6 (01 Analis Pelaksanaan Anggaran 724
|Pengadministrasi Umum §10(1 Pengelola Anggaran 6|10|2
Pengadministrasi Umum 5101

Gambar 2.3 Peta Analisis Jabatan

Dalam Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 690/SEKJEN/2021 tentang
Penetapan Hasil Analisis Jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI, ikhtisar
jabatan dari Analis Organisasi yakni melaksanakan kegiatan analisis data dan informasi
untuk menyusun konsep penataan organisasi sesuai dengan pedoman dan peraturan yang
berlaku, agar hasil analisis dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas atasan

dalam menyiapkan bahan penataan kelembagaan.
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Uraian Tugas Analis Organisasi:

1. Menyusun konsep kerangka acuan kerja terkait pelaksanaan kegiatan berdasarkan
rencana kerja yang telah ditetapkan oleh Kepala Bagian;

2. Menyusun konsep pedoman atau aturan tentang organisasi berdasarkan arahan atasan;

3. Menyusun konsep Naskah Akademik penataan organisasi di lingkungan Sekretariat
Jenderal sesuai dengan prosedur yang berlaku agar dapat ditindaklanjuti sebagai
bahan penataan organisasi;

4. Melakukan penyusunan konsep evaluasi tugas dan fungsi organisasi di lingkungan
Sekretariat Jenderal sebagai bahan usulan atasan dalam penataan organisasi;

5. Menyusun konsep telaahan staf terkait terkait pengelolaan organisasi;

6. Mengelola aplikasi/database output pengelolaan organisasi;

7. Menyusun konsep laporan kinerja unit kerja secara berkala maupun setiap waktu
diperlukan;

8. Membuat konsep laporan kegiatan sesuai dengan prosedur sebagai laporan Kinerja
pelaksanaan tugas.

9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Berdasarkan penjabaran ikhtisar jabatan dan tugas sebagaimana tercantum diatas,
“pembuatan E-book terkait panduan dalam penataan organisasi” merupakan salah satu
implementasi dari tugas Analis Organisasi yakni menyusun konsep pedoman atau aturan

tentang organisasi berdasarkan arahan atasan.
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A.

BAB Il
PENETAPAN ISU PRIORITAS

Identifikasi Isu

A.l. Isu Ke-1 “Kurang terpublikasikanya hasil evaluasi kelembagaan kepada

sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI”

Isu pertama yang ada di Subbagian Organisasi adalah “kurang
terpublikasikanya hasil evaluasi kelembagaan kepada sumber daya manusia di
lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI”. Berdasarkan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah, untuk mewujudkan
organisasi pemerintah yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran, maka perlu
dilakukannya evaluasi kelembagaan. Pelaksanaan evaluasi kelembagaan merupakan
hal yang penting dalam rangka mewujudkan instansi pemerintah yang efektif dan
efisien menuju tercapainya Kinerja instansi pemerintah yang diharapkan. Selain itu
secara tidak langsung juga akan memberikan masukan dan informasi pada lembaga
tersebut untuk melakukan introspeksi terhadap kekurangan dan kelebihan yang
dimiliki dalam rangka meningkatkan dan melakukan pembenahan terhadap kinerjanya
sebagai upaya perwujudan good governance.

Dilakukanya evaluasi kelembagaan tentu menghasilkan fakta mengenai sudah
sejauh mana instansi Sekretariat Jenderal DPR RI berkembang, hal ini dapat dilihat
dari perbandingan evaluasi kelembagaan tahun 2022 dengan evaluasi kelembagaan
yang dilakukan di tahun sebelumnya (2020). Namun sayangnya, output dari evaluasi
kelembagaan hingga saat ini masih berupa buku, sehingga masih sangat sedikit
sumber daya manusia yang mengetahui hasil evaluasi kelembagaan di lingkungan
Sekretariat Jenderal DPR RI dan pada 1 tingkat dibawah Deputi.

Publikasi merupakan hal yang sangat penting, terlebih di zaman sekarang yang
semua serba digital. Publikasi mengenai hasil Evaluasi kelembagaan yang dilakukan
oleh Subbagian Organisasi pada tahun 2020 dan 2022 masih dilakukan dengan
mencetak buku. Namun di era ini, sangat jarang sekali sumber daya manusia yang

membaca buku, sehingga cara untuk mempublikasikan hasil evaluasi kelembagaan ini
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harus dirubah. Terlebih apabila publikasi tersebut berhubungan dengan instansi
dimana tempat SDM tersebut bekerja.

Kondisi yang diharapkan dari permasalahan ini adalah adanya perubahan dalam
cara publikasi mengenai evaluasi kelembagaan, yakni dengan cara berkolaborasi
dengan Bagian Penerbitan, sehingga hasil evaluasi kelembagaan yang dikemas secara
infographic/ videographic dapat ditayangkan melalui media KIOS-K. Hasil dari
evaluasi kelembagaan rencananya akan disajikan pada perangkat KIOS-K yang
berada pada kompleks parlemen DPR RI, dimana terdapat banyak sumber daya
manusia dari Sekretariat Jenderal DPR RI. Penayangan pada KIOS-K di lokasi
tersebut rencananya akan ditayangkan pada saat jam masuk kerja (07.50- 08.00 WIB),
jam istirahat (12.50-13.00) dan jam pulang (16.00-16.10) diharapkan dapat
meningkatkan pengetahuan sumber daya manusia Sekretariat Jenderal DPR RI akan

hasil dari evaluasi instansi tempat mereka bekerja.

Gambar 3.1 Buku Evaluasi Kelembagaan dan KIOS-K

Dampak yang akan diakibatkan apabila isu tersebut tidak segera diselesaikan
adalah adanya ketidaktahuan yang berkelanjutan mengenai evaluasi lembaga
Sekretariat Jenderal DPR RI dan satu tingkat dibawah lembaga. Ketidaktahuan akan
hasil evaluasi instansi bukanlah hal yang baik, mengingat dari evaluasi tersebut dapat
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terlihat sudah sejauh mana tingkat Instansi, Deputi/Badan Keahlian/Inspektorat
Utama, Biro/Pusat/Inspektorat, Bagian/Bidang dan Subbagian berkembang yang
berdasarkan parameter yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi.

Jika dikaitkan dengan materi pada Agenda | Nilai Bela Negara, maka isu ini
berkaitan dengan sikap dan perilaku kemampuan awal bela Negara basi ASN, yakni
selalu berusaha untuk meningkatkan kompetensi dan mengembangkan wawasan
sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini juga berkaitan
dengan materi pada Agenda Il yakni Core Value BerAKHLAK, dalam isu ini nilai
yang belum optimal dalam pengimplementasianya adalah nilai Adaptif, hal
disebabkan oleh belum berkembangnya hasil publikasi dari produk Subbagian
Organisasi yakni perihal publikasi dari hasil evaluasi kelembagaan. Kemudian untuk
materi Agenda 11l yakni Smart ASN dan Manajemen ASN, isu ini lebih
menekankan pada point smart ASN, dimana seorang PNS dituntut untuk mampu
memanfaatkan media digital dalam rangka pengembangan kinerja, baik bagi individu,

unit maupun instansi.

A.2. Isu Ke-2 “Kurang terpublikasikanya hasil penataan organisasi kepada
sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI”

Isu kedua yang ada di Subbagian Organisasi adalah “Kurang
terpublikasikanya hasil penataan organisasi kepada sumber daya manusia di
lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI1”. Dilakukanya penataan organisasi pada
suatu organisasi merupakan hal yang lumrah, terutama apabila menyangkut dengan
tugas dan fungsi yang akan mempengaruhi kinerja suatu bagian maupun instansi.
Namun, publikasi dari hasil penataan organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal
DPR RI masih perlu dikembangkan lagi, karena publikasi yang dilakukan saat ini
hanya melalui Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI melalui website dpr.go.id
maupun melalui naskah akademik.

Publikasi merupakan hal yang sangat penting, utamanya apabila berkaitan
dengan hasil kinerja suatu lembaga Negara. Publikasi mengenai hasil penataan
organisasi yang dilakukan oleh Subbagian Organisasi pada tahun 2022 masih
dilakukan dengan mencetak buku. Namun di era ini, sangat jarang sekali sumber daya
manusia yang membaca buku, sehingga cara untuk mempublikasikan hasil penataan

organisasi ini harus dirubah.
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Kondisi yang diharapkan dari permasalahan ini adalah adanya perubahan dalam
cara publikasi mengenai Persekjen DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tahun 2021 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI
Nomor 24 tahun 2021 yang dikemas secara infografis dan didalamnya terdapat link
buku struktur organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI. Implementasi dari infografis ini
akan dituangkan kedalam applikasi/ portal SIAP dan di tempatkan pada kolom
pengumuman. Dengan solusi tersebut diharapkan sumber daya manusia yang ada di
Sekretariat Jenderal DPR RI dapat melihat pengumuman pada portal, dan apabila
terdapat kebutuhan untuk melihat tugas dan fungsi dari masing-masing unit kerja
dapat segera dilakukan dengan membuka buku struktur yang linknya akan
dicantumkan pada pengumuman yang terdapat pada portal.dpr.go.id

SEKRETARIS JENDERAL = =

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

LA REFUBLIK INDONESIA

PERATURAN
SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN SEKRETARIS JEXDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR & TAHUN 2021
NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang . bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2015 tentang
Sckretariat Jenceral dan Badan Keahlian Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mal lu
ditetapkan organisasi dan tata kerja Se ¢
Jenderal dan Badan Keahlian Dewan P
Rakyal Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahu

‘ahun 201 omor

wan Perwa
Negara Republik Indor f
mbahan Lembaran Negara Republik
Nomor 5568) sehagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 42
tentang Perubahan atas Undang

iratan

17 Tahun 2014 tentang ¢
Dewan

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakvat Daerah (Lembaran Negara Republik

Gambar 3.2 Peraturan Sekretais Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2015 dan Peraturan

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT JERDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REFUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang . bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32
Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang
Sehretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
maka perlu ditetapkan organisasi dan tata kerja
Sehretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia;

b. behwa penetapan orgenisasi dan tata kerja
sebagaimana dimaksud dalam huruf 2 telah
mendapat  persetujuan  tertulis Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi  Birckrasi  dalam surat  Nomor
B/100/M.KT.01/202] tanggal 19 Februar 2021
Perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja
Sehretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia;

c. behws berdesarkan pertimbangan scbagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan

Sekretaris Jenderal Nomor 6 Tahun 2021



Dampak yang terjadi jika isu ini tidak segera diselesaikan adalah sumber daya
manusia di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR Rl menjadi kurang update mengenai
penataan organisasi di lingkungan kerjanya sendiri. Padahal, kepedulian dan
pengetahuan terhadap unit kerja lain di suatu intansi merupakan hal yang harus
dimiliki, terlebih apabila menyangkut tugas pokok dan fungsi dari beberapa unit yang
berubah dan mempengaruhi pola kerja dari sumber daya manusia yang bersangkutan.

Jika dikaitkan dengan materi pada Agenda 1 Nilai Bela Negara, maka isu ini
berkaitan dengan sikap dan perilaku kesadaran berbangsa dan bernegara bagi ASN,
yang diaktualisasikan dengan sikap dan perilaku yakni berpikir, bersikap dan berbuat
yang sesuai peran, tugas dan fungsi ASN. Hal ini juga berkaitan dengan materi pada
Agenda Il yakni Core Value BerAKHLAK, dalam isu ini nilai yang belum optimal
dalam pengimplementasianya adalah nilai Adaptif, hal disebabkan oleh belum
berkembangnya hasil publikasi dari produk Subbagian Organisasi yakni perihal
publikasi dari hasil penataan organisasi. Kemudian untuk materi Agenda Il1 yakni
Smart ASN dan Manajemen ASN, isu ini lebih menekankan pada point smart ASN,
dimana seorang PNS dituntut untuk mampu memanfaatkan media digital dalam

rangka pengembangan Kinerja, baik bagi individu, unit maupun instansi.

A.3. Isu Ke-3 “Kurangnya informasi mendetail mengenai unit yang mengajukan
penataan organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI”

Isu ketiga yang ada di Sub Bagian Organisasi adalah “Kurangnya informasi
mendetail mengenai unit yang mengajukan penataan organisasi di lingkungan
Sekretariat Jenderal DPR RI”. Salah satu tugas dan fungsi dari Subbagian
Organisasi adalah melakukan penataan organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal
DPR RI. Penataan organisasi ini dilakukan agar dapat mewujudkan Sekjen DPR RI
yang professional dan modern. Namun dalam pelaksanaan penataan organisasi, masih
terdapat masalah yakni kurangnya informasi (data) dan usulan alternatif yang diajukan
oleh unit yang ingin mengajukan penataan organisasi.

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Sekretaris Jenderal DPR Rl Nomor 18
tahun 2016 tentang Pedoman Penataan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal
dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, terdapat dua cara
agar penataan organisasi dapat terjadi, yakni penataan yang diajukan oleh Subbagian
Organisasi sendiri dan penataan yang diajukan yang dilakukan oleh unit yang merasa

perlu dilakukanya penataan organisasi.
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Meskipun sudah terdapat Persekjen yang mengatur perihal pedoman penataan
organisasi, namun penyampaian yang dilakukan oleh unit belum sesuai dengan
kelengkapan sebagaimana dijelaskan dalam pedoman yang saat ini ada (Persekjen
Nomor 18 tahun 2016). Permasalahan tersebut tentu mengakibatkan data yang
dikirimkan oleh unit kerja tidak sesuai sebagaimana yang diinginkan oleh Subbagian
Organisasi.

Kondisi yaang diharapkan dari permasalahan ini adalah dibuatnya E-book yang
berisikan pedoman bagi unit kerja yang ingin mengajukan penataan organisasi. Di
dalam E-book ini juga berisikan mengenai mekanisme dan formulir yang didalamnya
terdapat substansi mengenai data apa saja yang harus diisi oleh unit tersebut. Dengan
adanya E-book yang merupakan kolaborasi dari adanya mekanisme dan prosedur
dalam penataan organisasi, serta formulir yang perlu diisi sebagai data dukung,
diharapkan data yang diberikan oleh unit kerja yang ingin mengajukan penataan
organisasi sudah lengkap, sehingga memudahkan Subbagian Organisasi dalam

melakukan analisis terkait permintaan penataan organisasi.
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3 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
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NOMOR 18 TAHUN 2016 Dan Kopala Pusal Pendidkan den Pelatihar
Perinal Pandbahan Nomenidatur
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Gambar 3.3 Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 18 Tahun 2016 dan Nota
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Dampak yang akan terjadi jika pembuatan E-book mengenai panduan dalam
penataan organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI tidak segera
diselesaikanakan, maka akan mengakibatkan kurangnya informasi yang diperoleh
Subbagian Organisasi terkait penataan organisasi secara terus menerus, sehingga
membutuhkan penggailan data yang lebih banyak lagi, seperti melakukan koordinasi
terus menerus terkait penggalian data yang sebenarnya hal ini dapat diminimalisir
apabila data yang dibutuhkan sudah tersedia di awal.

Jika dikaitkan dengan materi pada Agenda 1 Nilai Bela Negara, maka isu ini
berkaitan dengan sikap dan perilaku cinta tanah air bagi ASN, yang diaktualisasikan
dengan sikap dan perilaku yakni selalu berupaya untuk memberikan konstribusi pada
kemajuan bangsa dan Negara melalui ide-ide kreatif dan inovatif guna mewujudkan
kemandirian bangsa sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas masing-masing. Hal ini
juga berkaitan dengan materi pada Agenda Il yakni Core Value BerAKHLAK,
dalam isu ini nilai yang belum optimal dalam pengimplementasianya adalah nilai
Berorientasi Pelayanan, hal ini disebabkan oleh belum optimalnya informasi yang
diberikan oleh Subbagian Organisasi kepada unit lain yang ingin melakukan penataan
organisasi. Kemudian untuk materi Agenda I11 yakni Smart ASN dan Manajemen
ASN, isu ini lebih menekankan pada point Manajemen ASN dikarenakan
permasalahan yang timbul sebagai akibat dari adanya ketidaksesuaian antara
informasi yang dibutuhkan Subbagian Organisasi dan informasi yang diberikan unit

lain yang mengajukan penataan organisasi.

B. Penetapan Isu Prioritas
B.1. Teknik Analisis Isu

Dari hasil identifikasi isu atau masalah yang sudah ada, dilakukan pemilahan
isu untuk menentukan isu yang paling memiliki dampak bagi Subbagian Organisasi.
Pemilahan isu tersebut dapat menggunakan beberapa teknik yang ada, dan salah
satunya adalah teknik APKL. Teknik APKL adalah teknik untuk menentukan suatu
kualitas isu dengan memberikan penilaian terhadap isu yang ada dengan
menggunakan 4 (empat) Kriteria penilaian. Kriteria pertama adalah Aktual untuk
menentukan isu benar terjadi dan hangat dibicarakan. Kedua adalah Problematik
dimana menilai kekompleksan isu dan kebutuhan solusi komprehensif. Ketiga
adalah Kekhalayakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Dan terakhir

adalah kriteria Kelayakan yang menentukan apakah isu masuk akal, realistis,
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relevan, dan bisa dicari inisiatif penyelesaian isu. Dengan menggunakan teknik
APKL, kemudian dilakukan penapisan isu dengan merangkumnya ke dalam bentuk
tabel matriks penilaian. Penilaian dilakukan menggunakan rentang 1-5 dimana 1
adalah nilai terendah dan 5 adalah nilai tertinggi.

B.2. Pemilihan Isu Prioritas
Isu A P K L | Jumlah | Prioritas
Kurang terpublikasikanya hasil | 4 3 3 4 14 3

evaluasi  kelembagaan  kepada
sumber daya manusia di lingkungan
Sekretariat Jenderal DPR RI

Kurang terpublikasikanya hasil | 4 3 4 | 4 15 2

penataan organisasi kepada sumber
daya manusia di lingkungan
Sekretariat Jenderal DPR RI

Kurangnya informasi mendetail | 4 5 4 5 18 1
mengenai unit yang mengajukan
penataan organisasi di lingkungan
Sekretariat Jenderal DPR RI

Tabel 3.1 Teknik Analisis APKL

Kriteria penilaian indikator:

e Sangat Aktual, Sangat Bermasalah, Sangat Khalayak, dan Sangat Layak
(nilai: 5)

e Aktual, Bermasalah, Khalayak, dan Layak (nilai: 4)

e Cukup Aktual, Cukup Bermasalah, Cukup Khalayak, dan Cukup Layak
(nilai: 3)

e Kurang Aktual, Kurang Bermasalah, Kurang Khalayak, dan Kurang Layak
(nilai: 2)

e Tidak Aktual, Tidak Bermasalah, Tidak Khalayak, dan Tidak Layak (nilai:
1)
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Setelah menetapkan core isue menggunakan teknik tapisan APKL, maka
didapatkan isu mengenai kurangnya informasi mendetail mengenai unit yang
mengajukan penataan organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai
prioritas pertama untuk dijadikan isu utama. Dari isu tersebut kemudian dijadikan
rumusan isu berupa “Kurangnya informasi mendetail mengenai unit yang

mengajukan penataan organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI”.

C. Gagasan Pemecahan Isu
Sebagai bentuk rekomendasi penyelesaian masalah adalah dengan membuat E-book
yang berisikan panduan mengenai penataan organisasi pada lingkungan Sekretariat

Jenderal DPR RI, dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Melakukan studi literatur terkait Dasar Hukum terkait Penataan Organisasi
Output dari kegiatan ini adalah Dokumen peraturan terkait penataan organisasi di
lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI

2. Mengidentifikasi atau menyusun konsep materi kedalam E-book
Output dari kegiatan ini adalah teridentifikasinya point-point apa saja yang akan
dituangkan kedalam E-book mengenai panduan dalam penataan organisasi

3. Membuat formulir mengenai data apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan
penataan organisasi
Output dari kegiatan ini adalah teridentifikasinya data apa saja yang sesungguhnya
dibutuhkan Subbagian Organisasi dari unit yang mengajukan penataan organisasi.
Diantaranya adalah:

1. Membuat kolom identitas pengaju penataan organisasi

2. Membuat kolom latar belakang penataan organisasi (Dasar hukum, maksud dan
tujuan penataan dan tujuan dilakukanya penataan organisasi)

3. Membuat kolom kondisi dan permasalahan yang dihadapi organisasi

4. Membuat kolom perbandingan antara struktur organisasi existing dengan usulan
yang baru (analisis jabatan, analisis beban kerja, kerangka SOP, dan data
pendukung lainya)

4. Menyusun konsep infografis alur penataan organisasi
Output dari kegiatan ini adalah diagram alur penataan organisasi

5. Menuangkan semua data yang telah diperoleh kedalam E-book mengenai

panduan dalam penataan organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI
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Outputnya dari kegiatan ini adalah E-book mengenai panduan dalam penataan
organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI

Sosialisasi program E-book kepada unit kerja lain

Output dari kegiatan ini adalah unit lain mengetahui produk E-book ini sehingga
memudahkan unit tersebut ketika ingin mengajukan penataan organisasi.

Pembuatan laporan akhir kegiatan Latsar CPNS 2022

Output dari kegiatan ini adalah terciptanya produk baru dari Subbagian Organisasi.

. Penentuan Penyebab Terjadinya Isu

Analisis isu yang digunakan untuk rumusan isu “Kurangnya informasi mendetail
mengenai unit yang mengajukan penataan organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal
DPR RI” menggunakan pendekatan fishbone diagram untuk mengidentifikasi berbagai
sebab potensial dari satu efek atau masalah, dan menganalisis masalah tersebut dengan
memecah masalah menjadi sejumlah kategori yang berkaitan. Untuk tabel fishbone

dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Penyebab Akibat
Surroundings System Kurangnya informasi
. : mendetaill mengenai
1 Perbedaan tugas dan fungsi 1 Aturan mengenal konsep penataan it - ka
2 Banyaknya permintaan penataan organisasi organisasi sudah ada, namun unit yang me ng.aju. n
implementasinya tidak sesuai penataan organisasi di
2 Butuh waktu vyang lama untuk lingkungan Sekretariat
mengumpulkan informasi Jenderal DFR RI
\ \ .
skills Suppliers
1 Kurangnya informasi 1_Kurangnya informasi
2 Kurangnya pemahaman akan unit 2 Ketidaksesuaian tugas dan fungsi

lain

Tabel 3.2 Tabel Fishbone
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BAB IV
RANCANGAN AKTUALISASI

A. Rancangan Aktualisasi

Unit Kerja :  Subbagian Organisasi, Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Biro Perencanaan dan Organisasi, Deputi Administrasi,

Sekretariat Jenderal DPR RI

Identifikasi Isu oL Kurang terpublikasikanya hasil evaluasi kelembagaan kepada sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat
Jenderal DPR RI
2. Kurang terpublikasikanya hasil penataan organisasi kepada sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat
Jenderal DPR RI
3. Kurangnya informasi mendetail mengenai unit yang mengajukan penataan organisasi di lingkungan Sekretariat
Jenderal DPR RI
Isu yang Diangkat :  Kurangnya informasi mendetail mengenai unit yang mengajukan penataan organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal
DPRRI

Gagasan Pemecahan Isu . E-book yang berisikan panduan mengenai penataan organisasi pada lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.
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Matrik Rancangan Aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS

Keterkaitan Substansi

Kontribusi Terhadap

Penguatan Nilai

3. Foto dokumentasi

pelaksanaan (jpg)

guna meningkatkan

No Kegiatan Tahapan Kegiatan Output / Hasil
Mata Pelatihan Tusi/Tujuan Organisasi Organisasi
1. 2. 3. 4, 5. 6. 7.
Melakukan studi | 1. Melakukan Dokumen peraturan | Kompeten : Melakukan pencarian | Melakukan
1. literatur  terkait | konsultasi rencana terkait penataan | Menemukan dan | dasar ~ hukum  terkait | pencarian  Dasar
Dasar Hukum | pelaksanaan organisasi di | mempelajari Persekjen DPR | penataan organisasi sejalan | Hukum terkait
terkait  Penataan | aktualisasi kepada lingkungan RI Nomor 18 tahun 2016 dengan sejalan dengan Visi | Penataan
Organisasi mentor/ coach Sekretariat Jenderal Sekretariat Jenderal DPR | Organisasi
DPR RI Akuntabel : RI1 yakni : mendukung
2. Melakukan Bertanggung jawab untuk penguatan nilai
pencarian dasar Bukti fisik: mencari dasar hukum yang | Menjadi Sekretariat | kompeten,
hukum terkait 1. Catatan (pdf) terkait dengan penyelesaian | Jenderal yang Profesional | akuntabel, dan
penataan organisasi | 2.Dokumen masalah isu utama dan Modern dalam | loyal.
Persekjen DPR RI mendukung Visi Dewan
Nomor 18 tahun | Loyal: Perwakilan Rakyat
2016 Memberikan usaha terbaik | Republik Indonesia
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Keterkaitan Substansi

Kontribusi Terhadap

Penguatan Nilai

tahun 2016 ke dalam
E-book

E-book

panduan

mengenai
dalam

penataan organisasi

Dalam menyusun konsep

materi, harus dapat

menyesuaikan dengan

Menjadi Sekretariat

Jenderal yang Profesional
dalam

dan Modern

No Kegiatan Tahapan Kegiatan Output / Hasil ) - o -
Mata Pelatihan Tusi/Tujuan Organisasi Organisasi
1. 2. 3. 4, 5. 6. 7.
pengetahuan dan menunjang | Serta sejalan dengan Misi
kemajuan organisasi Sekretariat Jenderal DPR
RI:
Menyajikan data yang
lengkap, akurat, dan andal
sebagai bahan  dalam
pengambilan  keputusan
Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia.
Mengidentifikasi | 1. Diskusi dengan | Output dari kegiatan | Kompeten : Mengidentifikasi atau | Mengidentifikasi
2. atau  menyusun | mentor/coach ini adalah | Membuat konsep dan daftar | menyusun konsep materi | atau menyusun
konsep materi teridentifikasinya point-point  yang  akan | kedalam E-book, sejalan | konsep materi
yang akan | 2. Mengumpulkan | point-point apa saja | dituangkan kedalam E-book | dengan Visi Sekretariat | kedalam  E-book,
dituangkan informasi dari | yang akan Jenderal DPR RI yakni : ,mendukung
kedalam E-book Persekjen Nomor 18 | dituangkan kedalam | Adaptif : penguatan nilai

kompeten, adaptif
dan akuntabel.
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Keterkaitan Substansi

Kontribusi Terhadap

Penguatan Nilai

saja
dibutuhkan
Subbagian

yang

oleh

penataan organisasi

Bukti fisik :

unit lain dengan membuat

pattern yang jelas

yang dibutuhkan oleh

Subbagian Organisasi

ketika ada unit yang ingin

No Kegiatan Tahapan Kegiatan Output / Hasil ) - o -
Mata Pelatihan Tusi/Tujuan Organisasi Organisasi
1. 2. 3. 4, 5. 6. 7.
perubahan dan kebutuhan | mendukung Visi Dewan
3. Membuat list | Bukti fisik: Subbagian Organisasi Perwakilan Rakyat
mengenai point- | List point-point yang Republik Indonesia
point apa saja yang | akan dituangkan | Akuntabel : Serta sejalan dengan Misi
akan  dituangakan | kedalam E-book Bertanggung jawab dalam | Sekretariat Jendral DPR RI
kedalam buku pembuatan konsep E-book | yakni:
panduan
Menyajikan data yang
lengkap, akurat, dan andal
sebagai bahan  dalam
pengambilan  keputusan
Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia.
Membuat formulir | 1.Membuat kolom | Formulir  penataan | Berorientasi pelayanan : Membuat formulir | Membuat formulir
3. mengenai data apa | identitas pengaju | organisasi Membantu memudahkan | mengenai data apa saja | mengenai data apa

saja yang
dibutuhkan  oleh
Subbagian
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Keterkaitan Substansi

Kontribusi Terhadap

Penguatan Nilai

No Kegiatan Tahapan Kegiatan Output / Hasil ) - o -
Mata Pelatihan Tusi/Tujuan Organisasi Organisasi
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Organisasi ketika | 2.Membuat  kolom | Formulir  penataan | Akuntabel : mengajukan penataan | Organisasi  ketika
ada unit yang | latar belakang | organisasi Membuat formulir penataan | organisasi, sejalan dengan | ada unit yang ingin

ingin mengajukan
penataan

organisasi

penataan organisasi
(Dasar hukum,
maksud dan tujuan
penataan dan tujuan
dilakukanya

penataan organisasi)
3.Membuat  kolom
kondisi dan
permasalahan yang
dihadapi organisasi
4.Membuat  kolom
perbandingan antara
struktur  organisasi

existing dengan

organisasi merupakan salah

satu langkah penyelesaian

ISu utama.
Kompeten :
Beberapa  point  dalam
formulir merupakan
penjabaran dari peraturan

Sekretaris Jenderal DPR RI
18 2016
tentang Pedoman Penataan

Nomor tahun

Organisasi di
Sekretariat Jenderal DPR RI

Lingkungan

Visi Sekretariat Jenderal
DPR RI yakni :
Menjadi Sekretariat
Jenderal yang Profesional
dan Modern dalam
Dewan

Rakyat

mendukung Visi
Perwakilan

Republik Indonesia

Serta sejalan dengan Misi
Sekretariat Jenderal DPR
RI yakni :

Memberikan  dukungan
dan pelayanan prima bagi
dan

pelaksanaan tugas

mengajukan
penataan
organisasi,
mendukung
penguatan
Berorientasi
pelayanan,
akuntabel,

kompeten.

nilai

dan
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Keterkaitan Substansi

Kontribusi Terhadap

Penguatan Nilai

mekanisme apa saja

yang akan

yang dibutuhkan

Jenderal yang Profesional

dan Modern dalam

No Kegiatan Tahapan Kegiatan Output / Hasil
Mata Pelatihan Tusi/Tujuan Organisasi Organisasi
1. 2. 3. 4, 5. 6. 7.
usulan yang baru fungsi Dewan Perwakilan
(analisis jabatan, Rakyat Republik Indonesia
analisis beban kerja,
kerangka SOP, dan
data pendukung
lainya)
5. Diskusi dengan
mentor/coach
Menyusun konsep | 1.  Mengumpulkan | Bukti Fisik : Kompeten : Menyusun konsep | Menyusun konsep
4. infografis alur | data terkait | Diagram alur | Mengumpulkan data terkait | infografis alur penataan | infografis alur
penataan mekanisme dan | penataan organisasi | mekanisme dan prosedur | organisasi sejalan dengan | penataan organisasi
organisasi prosedur  penataan penataan organisasi Visi Sekretariat Jenderal | mendukung
organisasi DPR RI yakni : penguatan nilai
2. Membuat list Loyal: kompeten, loyal
mengenai Membuat list mengenai data | Menjadi Sekretariat | dan akuntabel.
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Keterkaitan Substansi

Kontribusi Terhadap

Penguatan Nilai

Sekretariat Jenderal DPR

No Kegiatan Tahapan Kegiatan Output / Hasil ) - o -
Mata Pelatihan Tusi/Tujuan Organisasi Organisasi
1. 2. 3. 4, 5. 6. 7.
dituangkan kedalam Akuntabel : mendukung Visi Dewan
E-book Bertanggungjawab dan | Perwakilan Rakyat
berkomitmen dalam | Republik Indonesia
pembuatan E-book dengan
sebaik-baiknya Serta sejalan dengan Misi
Sekretariat Jenderal DPR
RI1 yakni :
Memberikan ~ dukungan
dan pelayanan prima bagi
pelaksanaan tugas dan
fungsi Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia
Membuat E-book | 1.Menuangkan Bukti fisik : Loyal : Menuangkan semua data | Menuangkan
5. mengenai panduan | mekanisme dan | E-book  mengenai | Mengumpulkan semua data | yang telah  diperoleh | semua data yang
dalam  penataan | prosedur penataan | panduan dalam | yang dibutuhkan kedalam E-book mengenai | telah diperoleh
organisasi di | organisasi penataan organisasi panduan dalam penataan | kedalam  E-book
lingkungan di lingkungan | Adaptif : organisasi di lingkungan | mengenai panduan

dalam penataan
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Keterkaitan Substansi

Kontribusi Terhadap

Penguatan Nilai

No Kegiatan Tahapan Kegiatan Output / Hasil ) - o -
Mata Pelatihan Tusi/Tujuan Organisasi Organisasi
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Sekretariat 2.Menuangkan Sekretariat Jenderal | Mampu RI, sejalan dengan Visi | organisasi di
Jenderal DPR RI | formulir  penataan | DPR RI mengimplementasikan data- | Sekretariat Jenderal DPR | lingkungan

organisasi ke dalam
E-book

3. Diskusi

mentor/coach

dengan

data yang telah didapat dan
dituangkan ke dalam bentuk
baru (e-book)

Harmonis :

Kerjasama antara berbagai
faktor dengan sedemikian
rupa, sehingga faktor-faktor
tersebut dapat menghasilkan
yang

suatu kesatuan

berbentuk e-book

RI1 yakni :

Menjadi Sekretariat
Jenderal yang Profesional
dan Modern dalam
mendukung Visi Dewan
Perwakilan Rakyat

Republik Indonesia

Serta sejalan dengan Misi
Sekretariat Jenderal DPR
RI1 yakni :

Melaksanakan tata kelola

kelembagaan

pemerintahan yang
profesional, baik, dan
bersih  di  lingkungan

Sekretariat Jenderal

DPR RI,
mendukung
penguatan nilai

Loyal, Adaptif dan

Harmonis
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Keterkaitan Substansi

Kontribusi Terhadap

Penguatan Nilai

kepada unit kerja

lain

2.Menghubungi unit

kerja  lain  yang
bertanggung jawab
terhadap

portal.dpr.go.id

sehingga
memudahkan  unit
tersebut ketika ingin
mengajukan

penataan organisasi.

Bukti fisik:
Infografis pada

portal dpr.go.id

lain sehingga E-book ini

dapat dipahami dengan baik

Adaptif :
Mampu untuk beradaptasi

dengan perubahan yang ada

Berorientasi Pelayanan :
Memberikan sosialisasi
produk baru dari Subbagian
Organisasi merupakan salah

satu  pengimplementasian

lain, sejalan dengan Visi
Sekretariat Jenderal DPR

RI1 yakni :

Menjadi Sekretariat
Jenderal yang Profesional
dan Modern dalam
mendukung Visi Dewan
Perwakilan Rakyat

Republik Indonesia

Serta sejalan dengan Misi
Sekretariat Jenderal DPR
RI yakni :

No Kegiatan Tahapan Kegiatan Output / Hasil ) - o -
Mata Pelatihan Tusi/Tujuan Organisasi Organisasi
1. 2. 3. 4, 5. 6. 7.
Sekretariat Jenderal
Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia.
Sosialisasi 1.Diskusi  dengan | Unit lain mengetahui | Harmonis : Sosialisasi  program  E- | Sosialisasi program
6. program E-book | mentor/coach produk E-book ini | Sosialisasi kepada unit-unit | book kepada unit kerja | E-book mendukung

penguatan nilai
harmonis, adaptif
dan berorientasi

pelayanan
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Keterkaitan Substansi

Kontribusi Terhadap

Penguatan Nilai

No Kegiatan Tahapan Kegiatan Output / Hasil ) - o -
Mata Pelatihan Tusi/Tujuan Organisasi Organisasi
1. 2. 3. 4, 5. 6. 7.
dari  nilai  berorientasi | Melaksanakan tata kelola
pelayanan kelembagaan
pemerintahan yang
profesional, baik, dan
bersin  di  lingkungan
Sekretariat Jenderal
Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia.
Pembuatan 1.Diskusi  dengan | Output dari kegiatan | Akuntabel : Pembuatan laporan akhir | Pembuatan laporan
7. laporan akhir | mentor/coach ini adalah | Membuat laporan akhir dan | kegiatan Latsar CPNS | akhir kegiatan
kegiatan  Latsar terciptanya produk | video testimoni merupakan | 2022, sejalan dengan Visi | Latsar CPNS 2022
CPNS 2022 2.Pembuatan video | baru dari Subbagian | bentuk  tanggung jawab | Sekretariat Jenderal DPR | mendukung
testimoni Organisasi. peserta Latsar CPNS 2022 RI1 yakni : penguatan nilai
Menjadi Sekretariat | Akuntabel,
3. Pembuatan bahan | Bukti fisik : Adaptif : Jenderal yang Profesional | adaptif dan loyal
paparan laporan | Video testimoni | Beradaptasi dengan segala | dan Modern dalam
aktualisasi Latsar CPNS 2022 | perubahan dalam pembuatan | mendukung Visi Dewan
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Keterkaitan Substansi

Kontribusi Terhadap

Penguatan Nilai

No Kegiatan Tahapan Kegiatan Output / Hasil ) . o -
Mata Pelatihan Tusi/Tujuan Organisasi Organisasi
1. 2. 3. 4, 5. 6. 7.
laporan  akhir  kegiatan | Perwakilan Rakyat
Latsar CPNS 2022 Republik Indonesia
Loyal : Serta sejalan dengan Misi
Menyelesaikan kegiatan | Sekretariat Jenderal DPR
Latsar CPNS dari hari | RI yakni :
pertama hingga harir | Melaksanakan tata kelola
terakhir, ditutup dengan | kelembagaan
laporan rancangan | pemerintahan yang
aktualisasi Latsar CPNS | profesional, baik, dan
2022 bersih  di  lingkungan
Sekretariat Jenderal

Dewan Perwakilan Rakyat

Republik Indonesia.

Tabel 4.1 Matriks Rancangan Aktualisasi
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B. Jadwal Kegiatan

JADWAL KEGIATAN AKTUALISASI

Matrik Jadwal Rencana Kegiatan Aktualisasi

No

Kegiatan/
Tahapan Kegiatan

AGUSTUS

SEPTEMBER

v

\Y

v

Kegiatan Ke-1 Melakukan
studi literatur terkait Dasar

Hukum Penataan Organisasi

a) Tahapan Melakukan
konsultasi rencana
pelaksanaan aktualisasi

kepada mentor

Melakukan

pencarian dasar hukum

b) Tahapan

terkait penataan
organisasi
2. | Kegiatan Ke-2
Mengidentifikasi atau
menyusun konsep materi
yang akan dituangkan
kedalam E-book
a) Diskusi dengan
mentor/coach

b) Mengumpulkan
informasi dari
Persekjen Nomor 18
tahun 2016 ke dalam E-
book

¢) Membuat list mengenai
point-point apa saja
yang akan dituangakan
kedalam buku panduan
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N Kegiatan/ AGUSTUS SEPTEMBER
0

Tahapan Kegiatan nn|v (I L I O 1 B AV
3. | Kegiatan Ke-3 Membuat

formulir mengenai data apa
saja yang dibutuhkan oleh

Subbagian Organisasi

ketika ada unit yang ingin

mengajukan penataan

organisasi

a) Diskusi dengan
mentor/coach

b) Membuat formulir
penataan organisasi,

yang berisikan:
e Kolom Pendahuluan
(Latar

penataan organisasi,

belakang
Dasar hukum,
maksud dan tujuan
dilakukanya
penataan organisasi)
e Kolom kondisi dan
permasalahan yang
dihadapi organisasi
e Kolom
perbandingan antara
struktur organisasi
existing dengan
usulan yang baru
(Struktur organisasi,
analisis jabatan,
analisis beban kerja,

kerangka SOP, dan

35



o Kegiatan/ AGUSTUS SEPTEMBER
Tahapan Kegiatan (IR Y I | injv
data pendukung
lainya)
4. | Kegiatan Ke- 4 Menyusun

konsep infografis  alur

penataan organisasi

a) Diskusi

mentor/coach

dengan

b) Membuat list mengenai
mekanisme apa saja
yang akan dituangkan
kedalam E-book

5. | Kegiatan Ke -5 Membuat E-
book mengenai panduan
dalam penataan organisasi
di lingkungan Sekretariat
Jenderal DPR RI
a) Diskusi dengan
mentor/coach

b) Menuangkan
mekanisme dan
prosedur penataan
organisasi

c) Menuangkan formulir
penataan organisasi ke
dalam E-book

6. | Kegiatan Ke- 6 Sosialisasi
program E-book kepada unit
kerja lain
a) Diskusi dengan

mentor/coach
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No

Kegiatan/
Tahapan Kegiatan

AGUSTUS

SEPTEMBER

v

v

b) Menghubungi

beberapa unit terkait
sosialisasi
E-book
panduan

dengan
program
mengenai
dalam penataan

organisasi

Kegiatan Ke-7 Pembuatan

laporan akhir kegiatan
Latsar CPNS 2022

a)

Diskusi
mentor/coach

dengan

b)

Pembuatan video

testimoni

Penyusunan laporan

aktualisasi

Tabel 4.2 Time Schedule
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PELAKSANAAN AKTUALISASI

A. Jadwal Kegiatan Aktualisasi

BAB V

JADWAL KEGIATAN AKTUALISASI

Matrik Jadwal Realisasi Kegiatan Aktualisasi

studi literatur terkait Dasar

Hukum Penataan Organisasi

N Kegiatan/ AGUSTUS SEPTEMBER
0

Tahapan Kegiatan I m{m{v | vl | ijv
1. | Kegiatan Ke-1 Melakukan

Melakukan

rencana

a) Tahapan
konsultasi
pelaksanaan aktualisasi
kepada mentor

b) Tahapan Melakukan

pencarian dasar hukum

terkait penataan
organisasi
2. | Kegiatan Ke-2
Mengidentifikasi atau
menyusun konsep materi
yang akan dituangkan
kedalam E-book
a) Diskusi dengan
mentor/coach T

b) Mengumpulkan
informasi dari
Persekjen Nomor 18
tahun 2016 ke dalam E-
book
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No

Kegiatan/
Tahapan Kegiatan

AGUSTUS

SEPTEMBER

c) Membuat list mengenai
point-point apa saja
yang akan dituangakan
kedalam buku panduan

Kegiatan Ke-3 Membuat
formulir mengenai data apa
saja yang dibutuhkan oleh

||V

v

Subbagian Organisasi

ketika ada unit yang ingin

mengajukan penataan

organisasi

a) Diskusi dengan
mentor/coach

b) Membuat formulir
penataan organisasi,

yang berisikan:

e Kolom Pendahuluan
(Latar belakang
penataan organisasi,
Dasar hukum,
maksud dan tujuan
dilakukanya
penataan organisasi)

e Kolom kondisi dan
permasalahan yang
dihadapi organisasi

e Kolom
perbandingan antara
struktur organisasi
existing dengan

usulan yang baru
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No

Kegiatan/
Tahapan Kegiatan

AGUSTUS

SEPTEMBER

v

v

(Struktur organisasi,
analisis jabatan,
analisis beban kerja,
kerangka SOP, dan
data pendukung

lainya)

Kegiatan Ke- 4 Menyusun
konsep  infografis  alur

penataan organisasi

a) Diskusi

mentor/coach

dengan

I

b) Membuat list mengenai
mekanisme apa saja
yang akan dituangkan
kedalam E-book

Kegiatan Ke -5 Membuat E-
book mengenai panduan
dalam penataan organisasi
di lingkungan Sekretariat

Jenderal DPR RI

a) Diskusi dengan
mentor/coach

b) Menuangkan
mekanisme dan
prosedur penataan
organisasi

c) Menuangkan formulir

penataan organisasi ke
dalam E-book
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Kegiatan/ AGUSTUS SEPTEMBER
Tahapan Kegiatan I T 1V VI 1 1 A AV

No

6. | Kegiatan Ke- 6 Sosialisasi

program E-book kepada unit

kerja lain

a) Diskusi dengan

mentor/coach

b) Menghubungi
beberapa unit terkait
dengan  sosialisasi
program E-book
mengenai  panduan
dalam penataan

organisasi

7. | Kegiatan Ke-7 Pembuatan
laporan akhir kegiatan
Latsar CPNS 2022

a) Diskusi dengan

mentor/coach

b) Pembuatan  video

testimoni

I

c) Penyusunan laporan

aktualisasi

Tabel 5.1 Realiasi Pelaksanaan

B. Penjelasan Tahapan Kegiatan

Secara garis besar, seluruh rangkaian kegiatan pelaksaanaan aktualisasi “E-
Book Proses Penataan Organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI” selesai dengan target
yang telah ditetapkan di awal. Seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan tahapan yang
telah direncanakan. Dengan mempertimbangkan bahwa kegiatan on campus pada latsar
angkatan IX selesai pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2022, maka setelah dilakukan
diskusi dengan Mentor maka 1 hari terakhir digunakan untuk mempersiapkan kegiatan
aktualisasi dengan mempersiapkan pengumpulan bahan yang akan dikonsultasikan
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B.1.

pada minggu kedua bulan Agustus. Untuk kegiatan ke-6 sosialisasi kepada unit kerja
dapat dilaksanakan lebih awal (pada minggu pertama bulan September) apabila
dibandingkan dengan rencananya yaitu pada minggu kedua bulan September. Hal ini
dikarenakan proses penyusunan e-book telah selesai dilaksanakan dan telah mendapat

masukan dari unit kerja lain di luar Bagian Organisasi dan Tata Laksana.

Kegiatan 1 Melakukan studi literatur terkait Dasar Hukum Penataan Organisasi

Pada tahap awal kegiatan aktualisasi, penulis memulai kegiatan pertama dengan
melakukan pencarian dasar hukum yang menjadi acuan dalam penataan organisasi di
Setjen DPR RI. Dalam kegiatan pertama ini terdapat dua tahapan, yakni melakukan
konsultasi rencana pelaksanaan aktualisasi kepada mentor dan melakukan pencarian

dasar hukum terkait penataan organisasi.

a. Melakukan konsultasi rencana pelaksanaan aktualisasi kepada mentor

Gambar 5.1 Meminta persetujuan atasan mentor/ Kepala Bagian Organisasi dan Tata

Laksana terkait kegiatan Latsar dan pemilihan core issue

Pada tahap pertama ini penulis meminta persetujuan kepada atasan mentor
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terkait core issue yang terjadi pada Bagian organisasi dan Tata Laksana,
pertemuan ini dilakukan pada Senin, 08 Agustus 2022. Hasil dari pertemuan ini
adalah dibuatnya kertas kerja atualisasi sebagaimana tercantum dalam link

https://bit.ly/3KcyNGc yang digunakan sebagai acuan bagi peserta Latsar, Kepala

Bagian Organisasi dan Tata Laksana dan Kepala Subbagian Organisasi terkait
kegiatan yang akan dilakukan selama masa habituasi. Setelah pertemuan tersebut
penulis juga membuat catatan konsultasi sebagaimana tercantum dalam link

https://bit.ly/3wayJNa. Selain itu, penulis juga berdiskusi dengan coach melalui

whataspp perihal jadwal kegiatan aktualisasi.

Mas Wawan Coach Cpns Dpr (

Segera saya perbaiki setelah bertemu mentor juga besok

Selamat siang mas Wawan, izin bertanya mas perihal jadwal kegiatan aktualisasi

Untuk kolom ini baiknya dimulai dsri agustus saja atau dari juli ya mas?

Agustus saja mas

Soalnya baru seminar di agustus
Siap terimakasih mas .|,

Gambar 5.2 Diskusi dengan coach melalui applikasi Whatsapp

b. Melakukan pencarian dasar hukum terkait penataan organisasi

Setelah berdiskusi dengan mentor, penulis mendapatkan pedoman yang
digunakan dalam melakukan penataan organisasi, yakni Peraturan Sekretaris Jenderal

DPR RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penataan Organisasi di Lingkungan
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https://bit.ly/3KcyNGc
https://bit.ly/3wqyJNg

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia. Peraturan ini juga yang akan dijadikan pedoman dalam pembuatan E-book

Panduan Penataan Organisasi.

SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN
SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PENATAAN ORGANISASI DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :  a. bahwa pelaksanaan kegiatan penataan organisasi
di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan
Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia belum didasarkan pada pedoman yang
baku sehingga proses perencanaan dan
pelaksanaannya sering timbul hambatan-
hambatan yang bersifat teknis;

b. bahwa proses penataan organisasi harus
diselenggarakan dengan cfektif, efisien, tertib dan
sistematis guna mewujudkan organisasi yang
profesional, responsif, adaptif, inovatif, dan
memiliki kemandirian dalam pengelolaannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan

Peraturan Seckretaris Jenderal Dewan Perwakilan

M

1

Gambar 5.3 Pertauran Sekretaris Jenderal DPR Rl Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penataan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Kegiatan ini juga berkolerasi dengan nilai BerAKHLAK, yakni nilai
kompeten, akuntabel dan loyal. Nilai kompeten dibuktikan dengan menemukan dan
mempelajari Persekjen DPR RI Nomor 18 tahun 2016. Kemudian nilai akuntabel
dibuktikan dengan bertanggung jawab untuk mencari dasar hukum yang terkait
dengan penyelesaian masalah isu utama. Sedangkan nilai loyal memberikan usaha

terbaik guna meningkatkan pengetahuan dan menunjang kemajuan organisasi.
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B.2. Kegiatan 2 Mengidentifkasi atau Menyusun konsep materi yang akan dituangkan
ke dalam E-book
a. Diskusi dengan mentor/coach
Pada diskusi antara penulis dan mentor yang dilaksanakan pada Selasa, 9
Agustus 2022, terdapat kesimpulan mengenai materi yang akan dituangkan ke
dalam E-book, meliputi:

e Alur penatan organisasi (mekanisme dan prosedur penataan organisasi
yang mengakibatkan perubahan Peraturan Presiden dan yang tidak
mengakibatkan perubahan Peraturan Presiden)

e Formulir penataan organisasi (sistematikanya terdiri dari latar belakang,
kondisi dan permasalahan yang dihadapi organisasi dan perbandingan
antara struktur organisasi existing dengan usulan yang baru) dan

panduan tata cara pengisian fomulir

Gambar 5.4 Diskusi dengan mentor 9 Agustus 2022
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b. Mengumpulkan informasi dari Persekjen DPR Rl Nomor 18 Tahun 2016
Setelah mengetahui mengenai dasar hukum yang digunakan dalam
penataan organisasi, selanjutnya adalah melakukan pengumpulan informasi dari
Persekjen DPR RI Nomor 18 tahun 2016 tentang Pedoman Penataan Organisasi
di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan

Rakyat Republik Indonesia.

K. MEKANISME DAN PROSEDUR PENATAAN ORGANISASI

Berdasarkan kewenangannya, penetapan organisasi unit kerja
esclon | merupakan kewenangan Presiden dalam bentuk Peraturan
Presiden. Sedangkan penctapan organisasi unit kerja eselon II, III,
dan IV, di lingkungan Setjen dan BK DPR RI kewenangan Sekretaris
Jenderal DPR RI, setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri
yang membidangi urusan Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi. Berdasarkan perbedaan kewenangan penetapan
dimaksud, proses penataan organisasi dapat berdampak atau tidak
berdampak pada perubahan Peraturan Presiden yang melandasi
terbentuknya organisasi. Penataan organisasi yang berdampak pada
perubahan Peraturan Presiden dilakukan apabila terjadi perubahan
dalam nomenklatur, tugas, dan fungsi eselon |, serta perubahan
dalam rentang kendali eselon 1. Sedangkan untuk penataan
organisasi dikarenakan perubahan nomenklatur, tugas, fungsi,
rentang kendali satuan organisasi dan masih dalam batasan
Peraturan Presiden, maka perubahan dilakukan terhadap Peraturan
Sekretaris Jenderal tentang Organisasi dan Tata Kerja Setjen dan BK

DPR RI

Gambar 5.5 Mekanisme dan Prosedur Penataan Organisasi

c. Membuat list mengenai point-point apa saja yang akan dituangkan kedalam

buku panduan
Dalam tahap ini penulis membuat list mengenai materi apa saja yang akan
dituangkan kedalam E-book, seperti:

e Cover Buku

e Pendahuluan

e Dasar Hukum

e Alur Penataan Organisasi

e Formulir Penataan Organisasi
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e Panduan Pengisian Formulir

BUKU PANDUAN
PENATAAN
ORGANISASI

SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Gambar 5.6 Gambar Cover E-book sebelum dirubah

Gambar diatas merupakan cover awal E-book panduan Penataan Organisasi
sebelum diberikan masukan. Kemudian setelah diberikan masukan oleh mentor terkait
design E-book agar telihar lebih terang dan menarik minat pembaca, penulis merubah
cover E-book panduan penataan organisasi menjadi seperti yang saat ini tertera pada
portal.dpr.go.id
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BUKU
PANDUAN
PENATAAN
ORGANISASI

|

_,,/

4 1 "'M‘"p"“mh

33 ‘ I« v E%rremaca am Pssces
o

* v P oD

SEKRETARIAT
JENDERAL DPR RI

Gambar 5.7 Gambar Cover E-book

Kegiatan ini juga berkolerasi dengan nilai BerAKHLAK, yakni nilai
kompeten, adaptif dan akuntabel. Nilai kompeten dibuktikan dengan membuat konsep
dan daftar point-point yang akan dituangkan kedalam E-book. Kemudian adaptif
dibuktikan dengan menyusun konsep materi, harus dapat menyesuaikan dengan
perubahan dan kebutuhan Subbagian Organisasi. Dan akuntabel dibutkikan dengan

bertanggung jawab dalam pembuatan konsep E-book
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B.3. Kegiatan 3 Membuat formulir mengenai data apa saja yang dibutuhkan oleh
Subbagian Organisasi ketika ada ada unit yang ingin mengajukan penataan
organisasi

a. Diskusi dengan mentor/coach
Dari diskusi ini diketahui bahwa data yang dibutuhkan oleh Subbagian
Organisasi ketika ada unit yang ingin mengajukan penataan organiasi adalah
Pendahuluan (Latar belakang penataan organisasi, dasar hukum, maksud dan
tujuan penataan organisasi), kondisi dan permasalahan yang dihadapi organisasi
dan perbandingan antara struktur organisasi existing dengan usulan yang baru
(strukur organisasi, analisis jabatan, analisis beban kerja, kerangka standart

operating pocedures (SOP) dan data pendukung)

Gambar 5.8 Diskusi dengan mentor 25 Agustus 2022
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b. Membuat formulir penataan organisasi
Dalam tahap ini penulis membuat formulir mengenai usulan penataan
organisasi yang mengacu pada Persekjen DPR Rl Nomor 18 Tahun 2016,

sehingga di dalam formulir tersebut berisikan:

1) Pendahuluan (Latar belakang penataan organisasi, Dasar hukum,

maksud dan tujuan dilakukanya penataan organisasi)
2) Kondisi dan permasalahan yang dihadapi organisasi

3) Perbandingan antara struktur organisasi existing dengan usulan yang
baru (Struktur organisasi, analisis jabatan, analisis beban kerja, kerangka

SOP, dan data pendukung lainya)

{:'“ 3 SEKRETARIAT JENDERAL

Y ® DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA

USULAN PENATAAN ORGANISASI

A.Pendahuluan

-

. Latar Belakang Penataan Organisasi

[

. Dasar hukum
3. Maksud dan tujuan penataan Organisasi
B.Kondisi dan permasalahan yvang dihadapi organisasi
C.Perbandingan antara struktur organisasi existing dengan
usulan vang baru
1. Struktur Organisasi

. Analisis Jabatan

)

. Analisis Beban Kerja

oW

. Kerangka Srandart Operating Procedures (SOP)

v

. Data pendukung lainya

Nama Jabatan

Tanda Tangan

(Nama lengkap)

Gambar 5.9 Formulir Usulan Penataan Organisasi
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Selain formulir usulan penataan organisasi, penulis juga membuat panduan

pengisian formulir. Tujuan dibuatnya panduan ini adalah agar unit kerja yang ingin

mengajukan penataan organisasi dapat memahami point-point apa saja yang harus

diisi dari formulir tersebut. Pada kolom struktur organisasi, analisis jabatan,

analisis beban kerja dan kerangka standart operating procedures (SOP) penulis

juga telah menyertakan link mengenai aturan yang saat ini berlaku di lingkungan

Sekretariat Jenderal DPR RI, sehingga diharapkan dapat memudahkan unit

pengusul untuk melengkapi data yang dibutuhkan Subbagian Organisasi.

Panduan Tata Cara Pengisian Formulir Usulan Penataan Organisasi

Nama Label

Keterangan

A. Pendahuluan

Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum, serta maksud dan

tujuan penataan organisasi

1. Latar Belakang
Penataan

Organisasi

Mendeskripsikan latar belakang kebutuhan penataan organisasi di unit

kerja pengusul

2. Dasar Hukum

Mencatumkan ketentuan perundang-undangan terkait yang menjadi

landasan hukum usulan penataan organisasi

3. Maksud dan

Merumuskan maksud dan tujuan dilaksanakanya pengusulan penataan

Tujuan Penataan | organisasi
organisasi
B. Kondisi dan | Menjelaskan kondisi dan permasalahan organisasi saat ini yang menjadi

permasalahan yang
dihadapi

organisasi

faktor atau alasan untuk dilakukanya penataan organisasi

C. Perbandingan
antara struktur
organisasi existing
dengan usulan

yang baru

Mendeksripsikan tentang struktur yang saat ini berlaku di unit Kkerja
pengusul (kondisi existing) dibandingkan dengan kondisi berdasarkan

usulan penataan organisasi (usulan perubahan)
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1. Struktur
Organisasi

Mendeksripsikan tentang tugas dan fungsi organisasi yang saat ini berlaku
di unit kerja pengusul (kondisi existing) dibandingkan dengan tugas dan

fungsi organisasi berdasarkan usulan.

Informasi tentang tugas dan fungsi organisasi terdapat dalam Peraturan
Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal DPR RI, file dapat diakses pada link
https://bit.ly/StrukturSetjenDPR

Pada bagian ini disampaikan perubahan tugas dan fungsi organisasi yang
berlaku sebagai dampak usulan penataan organisasi, dengan mengacu pada
ketentuan perundang-undangan atau faktor internal dan eksternal yang

menjadi pertimbangan penataan organisasi.

2. Analisis Jabatan

Analisis Jabatan adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan
penyusunan data jabatan menjadi informasi jabatan, sekurang-kurangnya
menyampaikan informasi tentang ikhtisar jabatan, uraian tugas, korelasi

jabatan dan hasil kerja.

Informasi tentang hasil analisis jabatan terdapat dalam Keputusan
Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan di
lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI, file dapat diakses pada link
https://bit.ly/PenataanOrganisasiANJAB

Pada bagian ini disampaikan perubahan atas informasi jabatan yang

berlaku sebagai dampak usulan penataan organisasi.

3. Analisis

Kerja

Beban

Analisis Beban Kerja adalah teknik manajemen yang dilakukan secara
sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan
efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja. Dari hasil Analisis
beban kerja didapatkan informasi tentang kebutuhan pemangku jabatan

didalam organisasi.

Informasi tentang hasil analisis beban kerja terdapat dalam Keputusan
Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Penetapan Hasil Analisis Beban Kerja
di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI, file dapat diakses pada link
https://bit.ly/PenataanOrganisasiABK

Pada bagian ini disampaikan perubahan atas informasi beban kerja yang

berlaku sebagai dampak usulan penataan organisasi.
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4. Kerangka Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis

Standart yang dibakukan mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat
Operating Jenderal DPR RI serta berbagai proses penyelenggaraan administrasi
Procedures pemerintahan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

(SOP); dan

Informasi tentang SOP terdapat dalam Keputusan Sekretaris Jenderal DPR
Rl tentang Penetapan SOP Administrasi Pemerintahan di Sekretariat
Jenderal DPR RI, file dapat diakses pada link
https://bit.ly/PenataanOrganisasiSOP

Pada bagian ini disampaikan perubahan SOP yang berlaku sebagai dampak

usulan penataan organisasi.

Apabila pada unit kerja pengusul tidak terdapat SOP yang telah ditetapkan,
maka disampaikan informasi tentang alur pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi.

5. Data pendukung | Rumuskan data dukung lain yang berkaitan dengan penataan organisasi
lainya pada unit pengusul.

Tabel 5.2 Panduan Penataan Organisasi

Kegiatan ini juga berkolerasi dengan nilai BerAKHLAK, yakni
Berorientasi pelayanan, akuntabel dan kompeten. Berorientasi pelayanan
dibuktikan dengan membantu memudahkan unit lain dengan membuat pattern yang
jelas. Sedangkan nilai akuntabel dibuktikan dengan membuat formulir penataan
organisasi yang merupakan salah satu langkah penyelesaian isu utama. Dan nilai
kompeten dibuktikan dengan dibuatnya beberapa point dalam formulir yang
merupakan penjabaran dari peraturan Sekretaris Jenderal DPR Rl Nomor 18 tahun
2016 tentang Pedoman Penataan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal
DPR RI.

B.4. Kegiatan 4 Menyusun konsep infografis alur penataan organisasi
a. Diskusi dengan mentor/coach
Pada Selasa 30 Agustus 2022, penulis telah melakukan diskusi dengan mentor
terkait konsep infografis alur penataan organisasi, dari diskusi ini kemudian
menghasilakan point-point yang telah dirangkum dari mekanisme penataan
organisasi sebagaimana Persekjen DPR Rl Nomor 18 tahun 2016 tentang
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pedoman penataan organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan
Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Point-point yang telah
dirangkum inilah yang kemudian akan dituangkan ke dalam E-book panduan
penataan organisasi. Catatan konsultasi dari pertemuan ini dapat dilihat melalui
link https://bit.ly/3pZEUNP

Gambar 5.10 Diskusi Bersama mentor 30 Agustus 2022

b. Membuat list mengenai mekanisme apa saja yang akan dituangkan kedalam E-
book
Setelah berdiskusi dengan mentor, penulis kemudian menjabarkan
point-point sebagaimana telah diamksud menjadi dua prosedur. Prosedur
pertama adalah penataan organisasi tanpa mengakibatkan Perubahan Peraturan
Presiden (Perpres), prosedur kedua adalah penataan organisasi tanpa melakukan
perubahan Perpres. Dengan masing-masing prosedur penatan organisasi ini
dapat dilakukan oleh usulan yang dilakukan oleh Subbagian Organisasi,
maupun usulan yang diajukan oleh unit kerja pengusul yang merasa perlu

dilakukan penataan organisasi di unit kerjanya.
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a) Tanpa merubah Perpres

Prosedur Penataan Organisasi berdasarkan hasil analisis Subbagian

Organisasi:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Sekjen DPR RI menyampaikan surat kepada unit kerja terkait untuk
melakukan penataan organisasi berdasarkan analisis Bagian Ortala.
Deputi Bidang Administrasi melakukan pembahasan penataan
organisasi dengan unit kerja terkait.

Deputi Bidang Administrasi melaporkan hasil pembahasan beserta
konsep penataan organisasi kepada Sekjen DPR RI.

Sekjen DPR RI mengusulkan penataan organisasi kepada Menteri
PAN&RB dengan disertai Naskah Akademis.

Sekjen DPR RI dan JPT Pratama unit terkait melakukan ekspose
penataan organisasi berdasarkan undangan dari Kementerian PAN&RB.
Sekjen DPR RI menetapkan Persekjen tentang Organisasi dan Tata

Kerja berdasarkan persetujuan Menteri PAN&RB.

Prosedur Penataan Organisasi berdasarkan Usulan Unit Kerja:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Unit kerja mengidentifikasi permasalahan dalam organisasi (terkait
visi, misi, tugas pokok dan fungsi, rencana kerja, program kerja, beban
kerja, dan/ atau hasil kerja unit kerja).

Unit kerja melakukan penyusunan kajian usulan penataan organisasi.
Substansi kajian usulan penataan organisasi sebagaimana terdapat dalam
formulir usulan penataan organisasi

JPT Pratama mengusulkan penataan organisasi kepada Sekjen DPR RI
dengan tembusan kepada Deputi Bidang Administrasi dan Kepala Biro
Organisasi dan Perencanaan.

Deputi Bidang Administrasi melakukan pembahasan penataan
organisasi dengan unit kerja terkait.

Deputi Bidang Administrasi melaporkan hasil pembahasan beserta
konsep penataan organisasi kepada Sekjen DPR RI.

Sekjen DPR RI mengusulkan penataan organisasi kepada Menteri
PAN&RB dengan disertai Naskah Akademis.
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7) Sekjen DPR RI dan JPT Pratama unit terkait melakukan ekspose

penataan organisasi berdasarkan undangan dari Kementerian PAN&RB.

8) Sekjen DPR RI menetapkan Persekjen tentang Organisasi dan Tata

Kerja berdasarkan persetujuan Menteri PAN&RB.

b) Perubahan Perpres

Prosedur Penataan Organisasi berdasarkan hasil analisis Subbagian

Organisasi:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Sekjen DPR RI menyampaikan surat kepada unit kerja terkait untuk
melakukan penataan organisasi berdasarkan analisis Bagian Ortala.
Deputi Bidang Administrasi melakukan pembahasan penataan
organisasi dengan unit kerja terkait.

Deputi Bidang Administrasi melaporkan hasil pembahasan beserta
konsep penataan organisasi kepada Sekjen DPR RI.

Sekjen DPR RI mengusulkan penataan organisasi kepada Menteri
PAN&RB dengan disertai Naskah Akademis, rancangan awal Perpres, dan
rancangan awal Persekjen tentang Organisasi dan Tata Kerja.

Sekjen DPR Rl dan JPT Pratama unit terkait melakukan ekspose penataan
organisasi berdasarkan undangan dari Kementerian PAN&RB. Seluruh
tahapan proses pembahasan Perpres dikoordinasikan oleh Kementerian
PAN&RB.

Setelah Perpres ditetapkan, Sekjen DPR RI selanjutnya mengusulkan
pembentukan organisasi dan tata kerja kepada Menteri PAN&RB.
Proses penetapan organisasi dan tata kerja dilaksanakan seperti halnya

proses penataan organisasi tanpa mengubah Perpres.

Prosedur Penataan Organisasi berdasarkan Usulan Unit Kerja:

1)

2)

Unit kerja mengidentifikasi permasalahan dalam organisasi (terkait visi,
misi, tugas pokok dan fungsi, rencana kerja, program kerja, beban kerja,
dan/ atau hasil kerja unit kerja).

Unit kerja melakukan penyusunan kajian usulan penataan organisasi.
Substansi kajian usulan penataan organisasi sebagaimana terdapat dalam

formulir usulan penataan organisasi.
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3) JPT Pratama mengusulkan penataan organisasi kepada Sekjen DPR RI
dengan tembusan kepada Deputi Bidang Administrasi dan Kepala Biro
Organisasi dan Perencanaan.

4) Deputi Bidang Administrasi melakukan pembahasan penataan
organisasi dengan unit kerja terkait.

5) Deputi Bidang Administrasi melaporkan hasil pembahasan beserta
konsep penataan organisasi kepada Sekjen DPR RI.

6) Sekjen DPR RI mengusulkan penataan organisasi kepada Menteri
PAN&RB dengan disertai Naskah Akademis, rancangan awal Perpres, dan
rancangan awal Persekjen tentang Organisasi dan Tata Kerja.

7) Sekjen DPR RIdan JPT Pratama unit terkait melakukan ekspose penataan
organisasi berdasarkan undangan dari Kementerian PAN&RB. Seluruh
tahapan proses pembahasan Perpres dikoordinasikan oleh Kementerian
PAN&RB.

8) Setelah Perpres ditetapkan, Sekjen DPR RI selanjutnya mengusulkan
pembentukan organisasi dan tata kerja kepada Menteri PAN&RB.

9) Proses penetapan organisasi dan tata kerja dilaksanakan seperti halnya

proses penataan organisasi tanpa mengubah Perpres.

Kegiatan ini juga berkolerasi dengan nilai BerAKHLAK, yakni nilai
kompeten, loyal dan akuntabel. Adapun nilai kompeten dibuktikan dengan
mengumpulkan data terkait mekanisme dan prosedur penataan organisasi.
Kemudian nilai loyal dibuktikan dengan membuat list mengenai data yang
dibutuhkan. Dan nilai akuntabel dibuktikan dengan bertanggungjawab dan

berkomitmen dalam pembuatan E-book dengan sebaik-baiknya.

B.5. Kegiatan 5 Membuat E-book mengenai panduan dalam penataan organisasi di
lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI
a. Diskusi dengan mentor/coach
Dalam pembuatan E-book ini, penulis berkonsultasi dengan mentor
terkait usulan mengenai design yang akan digunakan dalam pembuatan E-book
serta design infografis yang akan di posting pada pengumuman yang terdapat
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dalam portal.dpr.go.id. Pembuatan E-book ini dilakukan melalui website

bookcreator.com

Gambar 5.11 Berdiskusi bersama mentor 5 September 2022

b. Menuangkan mekanisme dan prosedur penataan organiasi ke dalam E-book

Pada tahap ini penulis mulai menuangkan data, mekanisme serta
prosedur yang telah dikumpulkan kedalam E-book Panduan Penataan
Organisasi. Dimulai dari halaman cover, kemudian pada halaman pertama
terdapat pendahuluan yang menjelaskan mengenai alasan E-book ini dibuat.
Pada halaman kedua terdapat dasar hukum yang mendasari penataan organisasi,
dimulai dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor13 Tahun 2019 kemudian
Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR
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RI Nomor 16 Tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal
DPR RI sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR
RI Nomor 24 Tahun 2021.

Kemudian untuk mekanisme dan prosedur penataan organisasi terbagi
menjadi dua, yakni tidak mengakibatkan perubahan Peraturan Presiden dan
mengakibatkan perubahan Peraturan Presiden. Untuk kedua mekanisme ini
dapat dilakukan berdasarkan hasil analisis Subbagian Organisasi dan

berdasarkan usulan unit kerja.

PENDAHULUAN

Undang-Undong nomor 17 tohun 2014 tentang
Majelis Permusyoworoton Rokyot, Dewan Perwakilon
Rokyat, Dewon Perwokilon Doerch, don Dewan
Penataan organisasi  dilakukan  sebagai Pecwokion. Robyot Doarch  sebogoleiana - teich
i beberapa koli disboh ferokhir dengan Undang-

salah satu cara guna mewujudkan Undang Nomor 15 tohun 2019
Sekretariat  Jenderal DPR Rl yang B

ional dan modern.
professional dan mode Poraturon Prosiden nomor 26 fohun fohun 2020
tentang Sekretariot Jenderol Dewan Perwokilon
Pedoman mengenai penataan organisasi Rotyot Republik ndonesto
telah diatur dalam Peraturan Sekretaris @
Jenderal DPR Rl Nomor 18 Tahun 2016 Peroturan Sekretoris Jenderal DPR &1 Nomor 6 Tahun
tent Ped P $ o) F i di 2021 tentong organisasi don tota kerjo Sekretariat
entang Fedoman Fenaiaan Urganisasi di Jenderol DPR Ri sebogaimana teloh diuboh dengan
Sekretariat Jenderal DPR RI, namun dalam Dot Sekriica - Sumcdeel DPR 8 Wormet 24

. . . tohun 1

pelaksanaan penataan organisasi, masih
terdapat masalah yakni kurangnya informasi
(data) yang diajukan oleh unit yang ingin
mengajukan usulan penataan organisasi.

Dengan hadirnya E-book ini, diharapkan unit
kerja lebih mudah memahami dan
melakukan penyusunan usulan penataan
organisasi, sehingga unit-unit terkait di
Sekretariot  Jenderal DPR Rl dapat
memberikan  informasi  sebagaimana
dimaksud dalom memudahkan proses
penataan organisasi.

Gambar 5.12 Lembar mekanisme dan prosedur penataan organisasi

c. Menuangkan formulir penataan organisasi kedalam E-book
Setelah menuangkan mekanisme dan prosedur penataan organisasi
kedalam E-book, langkah selanjutnya adalah menuangkan formulir penataan
organisasi ke dalam E-book disertai dengan panduan pengisian formulir. Untuk
mendownload formulir, pengguna buku ini hanya perlu untuk melakukan “klik”

pada ikon formulir penataan organisasi. Sementara ketika melakukan “klik”
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pada panduan pengisian formulir akan terbuka melalui laman google drive.

Untuk mengakses buku dapat melalui link https://bit.ly/BukuPanduanOrtala

Formulir Usulan Penataan
Organisasi

Download formulir melalui link:

3

FORMULIR PENATAAN ORGA...

Download Panduan Pengisian formulir melalui link:

4. Kerangka Standart Operating Procedures (SOT)

5. Data pendukung bisya

Panduan Pengisian Formulir ...

Gambar 5.13 Formulir usulan penataan organisasi dan panduan pengisian formulir

Kegiatan ini juga berkolerasi dengan nilai BerAKHLAK, yakni nilai
loyal, adaptif dan harmonis. Adapun nilai loyal dibuktikan dengan
mengumpulkan semua data yang dibutuhkan. Kemudian nilai adaptif dibuktikan
dengan mampu mengimplementasikan data-data yang telah didapat dan
dituangkan ke dalam bentuk baru (e-book). Dan nilai harmonis dibuktikan
dengan kerjasama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa, sehingga
faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang berbentuk E-
book.

B.6. Kegiatan 6 Sosialisasi program E-book kepada unit kerja lain
a. Diskusi dengan mentor/coach
Pada tahap ini penulis berdiskusi dengan coach mengenai design E-book

dan infografis yang akan di upload pada portal.dpr.go.id. Dalam diskusi

tersebut, coach memberikan masukan perihal link yang terdapat pada formulir

penataan organisasi agar disesuaikan dengan nama folder yang terdapat
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didalamnya. Selain itu coach juga menyarankan agar pada video testimoni

dimasukan nama serta jabatan dari pembuat video testimoni tersebut.
— = |

Gambar 5.14 Berdiskusi dengan coach

Menghubungi beberapa unit terkait dengan sosialisasi program E-book
mengenai panduan dalam penataan organisasi

Dalam tahap ini, penulis mengirimkan surat kepada Bagian Pembentukan
Produk Hukum guna melaksanakan sosisalisasi E-book panduan penataan

organisasi yang dilaksanakan pada hari Senin, 5 September 2022.
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SEKRETARIAT JENDERAL
==y = DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
N. JENDERAL GATOT SUSROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP (021) 5715 348 FAX (021) 5715 423 / 5715 8925, WEBSITE : www.dpr.go.id

Nomor : B/ JOT.01/09/2022 September 2022
Sifat 3 Biasa
Lampiran -
Hal :  Undangan Rapat
Yth.
Produk F
di Jakarta

Bersama ini kami sampaikan bahwa dalam rangka pelaksanaan rangkaian
kegiatan Pelatihan Dasar CPNS tahun 2022, akan dilaksanakan sosialisasi dan
pemberian masukan terkait pembentukan produk baru pada Subbagian
Organisasi (E-book Panduan Penataan Organisasi) guna mempermudah
penataan org: asi Peraturan Sekretaris
Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016
tentang Pedoman Penataan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan
Badan K Dewan yat R bilik Indonesia.
Sehubungan dengan hal tersebut. kami mengundang Saudara untuk hadir
pada rapat yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Senin. 5 September 2022

Pukul : 10.00 WIB — Selesai

Tempat : Ruang Rapat Bagian Pembentukan Produk Hukum

Acara : Pembahasan dan Sosialisasi Pembentukan E-book
Panduan Penataan Organisasi Sekretariat Jenderal DPR
I

Mengingat pentingnya acara tersebut. kami mengharapkan kehadiran
Saudara tepat pada waktunya.

[=] kami . atas perhatian dan kehadiran Saudara kami
ucapkan terima kasih.

Kepala Bagian Organisasi dan Tata
Laksana,

Koko Su

Gambar 5.15 Surat Undangan Rapat kepada Bagian Pembentukan Produk

Hukum

Gambar 5.16 Pelaksanaan Rapat dengan Bagian Pembentukan Produk Hukum
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Dalam pelaksanaan sosialiasi tersebut penulis mendapatkan beberapa masukan
seperti:

1) Perlu penambahan highlight pada mekanisme yang mengakibatkan
perubahan Perpres maupun yang tidak mengakibatkan perubahan
Perpres.

2) Perlu terdapat perbedaan antara prosedur yang dilaksankan oleh Bagian
Organisasi dan Tata Laksana dan point yang dilaksanakan oleh unit
pengusul penataan organisasi

3) Warna background setiap halaman berwarna sama

4) Ditambahkan judul pada halaman formulir penataan organisasi

5) Pada formulir penataan organisasi tidak perlu menuliskan Nomor Induk
Pegawai (NIP)

6) Didaam link yang diberikan bit.ly untuk segera dibuat folder, agar ketika
terjadi perubahan tidak perlu mengganti link bit.ly

\
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Gambar 5.17 Catatan hasil sosialisasi dengan Bagian Pembentukan Produk Hukum
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Setelah melaksanakan sosialisasi dan mendapatkan feedback dari bagian
Pembentukan Produk Hukum, kemudian penulis kembali melakukan sosialisasi pada
hari Kamis 8 September 2022 dan mendapat tanggapan cukup baik terkait hasil revisi
pada design E-book panduan penataan organisasi. Setelah mendapatkan persetujuan
dari mentor, coach dan Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana, pada akhirnya
Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana melakukan update pengumuman pada
portal.dpr.go.id yang berisikan deskripsi, infografis, link untuk mengakses E-book

panduan penataan organisasi dan link untuk mengakses peraturan terkait struktur

organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI yang saat ini berlaku.

PENGUMUMAN PORTAL !
£

ﬂ Panduan Penataan Organisasi
Dalam rangka memberikan kemudahan informasi terkait alur proses
penataan organisasi dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka
penyusunan usulan penataan organisasi di Sekretariat Jenderal DPR
RI, bersama ini kami sampaikan E-Book Panduan Penataan Organisasi
sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 18 Tahun

2016 tentang Pedoman Penataan Organisasi di Sekretariat Jenderal
DPR RI.

>
BerAKHLAK 2w

e iz - bangsa

PENGUMUMAN

Buny
PAMOUAN
PENATAAN
ORGANIZASI

‘ oN-5S7sS6eT7

Gedung Sckretariat
Jenderal DPR Ri Lt §
Ruang

BAGIAN
ORGANISASI DAN
TATA LAKSANA

Dapat diakses pada link berikut:
https://bit.ly/BukuPanduanOrtala
https://bit.ly/StrukturSetjenDPR

Jumat, 09 September 2022 at 15:56

Gambar 5.18 Pengumuman pada portal dpr.go.id

Kegiatan ini juga berkolerasi dengan nilai BerAKHLAK, yakni nilai
harmonis, adaptif dan berorientasi pelayanan. Harmonis dibuktikan dengan

sosialisasi kepada unit-unit lain sehingga E-book ini dapat dipahami dengan baik.
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Kemudian adaptif dibuktikan dengan mampu untuk beradaptasi dengan perubahan
yang ada. Dan berorientasi Pelayanan dibuktikan dengan memberikan sosialisasi

produk baru dari Subbagian Organisasi.

B.7. Kegiatan 7 Pembuatan laporan akhir kegiatan Latsar CPNS 2022
a. Diskusi dengan mentor/coach
Pada tahap ini penulis melakukan diskusi dengan coach pada Rabu 14
September 2022 mengenai laporan akhir kegaitan Latsar CPNS 2022 mengenai
substansi apa saja yang harus terdapat dalam laporan akhir. Catatan konsultasi
dapat diakses pada link https://bit.ly/3df1Z4z

b. Pembuatan video testimoni

Setelah melakukan sosialisasi, penulis menghubungi para peserta
sosialisasi serta menanyakan tanggapan dan dampak yang dirasakan dengan
hadirnya E-book penduan penataan organisasi. Pada kesempatan ini penulis
mendapatkan testimoni dari Ibu Arini Wijayanti, S.H, M.H. selaku Kepala Biro
Hukum dan Pengaduan Masyarakat dan Bimantara Wisma Aji Mahendra, S.H.
dari Bagian Pembentukan Produk Hukum. Untuk video testimoni dapat diakses
melalui link https://bit.ly/3xn5jQv.

c. Penyusunan laporan aktualisasi
Pada tahap terakhir ini, penulis meminta saran dan masukan dari coach dan juga
mentor terkair penyempurnaan laporan aktualisasi. Adapun coach menyarankan
agar meambahkan Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana serta Penguji pada
kata pengantar, kemudian pada setiap akhir kegiatan pada BAB V ditambahkan
implementasi dari nilai BerAKHLAK, dan menyertakan evidence kegiatan pada

lampiran.
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Gambar 5.19 Hasil diskusi dengan coach terkait penyusunan laporan akhir

Kegiatan ini juga berkolerasi dengan nilai BerAKHLAK, yakni nilai akuntabel,
adaptif dan loyal. Akuntabel dibuktikan dengan membuat laporan akhir dan video
testimoni merupakan bentuk tanggung jawab peserta Latsar CPNS 2022. Kemudian
adaptif dibuktikan dengan beradaptasi dengan segala perubahan dalam pembuatan
laporan akhir kegiatan Latsar CPNS 2022. Dan loyal dibuktikan dengan menyelesaikan
kegiatan Latsar CPNS dari hari pertama hingga hari terakhir, ditutup dengan laporan

rancangan aktualisasi Latsar CPNS 2022.
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C. Stakeholder

Pada proses aktualisasi E-Book Proses Penataan Organisasi Sekretariat Jenderal DPR

RI, pihak yang terlibat meliputi:

1.

Internal

Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana

Bapak Koko Surya Dharma A.K.S., M.Si. yang telah memberikan masukan
dan arahan terkait pelaksanaan aktualisasi.

Kepala Subbagian Organisasi

Ibu Ni’'mah Wahyu Purnami, S.E. selaku mentor yang telah bersedia
memberikan bimbingan dan arahan dari awal hingga akhir kegiatan Latsar.
Rekan Kerja Bagian Organisasi dan Tata Laksana

Eksternal

Kepala Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat

Ibu Arini Wijayanti, S.H., M.H. yang telah memberikan masukan, support
serta testimoni bagi peserta Latsar.

Kepala Subbagian Perumusan Produk Hukum

Ibu Pradina Kurnia Sari Hidayah, S.H. yang telah memberikan masukan terkait
design E-book panduan penataan organisasi

Rekan-rekan Bagian Pembentukan Produk Hukum

Atas kesedian waktunya untuk diberikan sosialisasi Pembentukan E-book
Panduan Penataan Organisasi dan memberika masukan terkait design E-book
Panduan Penataan Organisasi.

D. Kendala dan Strategi Menghadapi Kendala

Dalam menjalankan serangkaian kegiatan aktualisasi, perencanaan dan

strategi yang baik perlu dimiliki agar dapat meminimalisir kendala-kendala yang

terjadi selama kegiatan aktualisasi. Kegiatan Aktualisasi ini melibatkan berbagai

pihak yang memiliki jadwal yang cukup padat, sehingga membutuhkan koordinasi

yang baik agar hasil aktualisasi ini dapat selesai pada waktu yang telah direncakana

dan dapat berkontribusi dalam mewujudkan Sekretariat Jenderal DPR RI yang

professional dan modern. Strategi yang dilakukan dalam menghadapi masalah-
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masalah yang dihadapi adalah dengan melakukan koordinasi yang baik dengan pihak-
pihak terkait agar dapat terbangun komunikasi yang baik sehingga pelaksanaan
aktualisasi ini dapat terealisasi dengan tepat guna dan tepat sasaran.

Dalam pembuatan design E-book Panduan Penataan Organisasi, penulis juga
seringkali merubah design dikarenakan perbedaan size yang terdapat dalama webiste
canva.com dan size yang dibutuhkan dalam website bookcreator.com. Strategi yang
digunakan penulis adalah mencoba beberapa size yang dirasa sesuai, sehingga size
yang dirasa tepat tersebut dijadikan template untuk halaman-halaman selanjutnya.

E. Analisis Dampak
Dampak positif yang diharapkan jika pelakanaan aktualisasi ini berjalan dengan
baik adalah:
1. Unit yang ingin mengajukan penataan organisasi dapat mengetahui prosedur
dan dasar hukum penataan organisasi.
2. Unit yang ingin mengajukan penataan organisasi mengetahui formulir yang
berisikan data apa saja yang harus diberikan kepada Subbagian Organisasi.
3. Ketika data sudah tersaji dengan lengkap, hal ini akan memudahkan Subbagian

Organisasi dalam melakukan analisis terkait pengajuan penataan organisasi.
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BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan kegiatan aktualisasi dengan judul “E-Book Proses Penataan
Organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI” telah dilaksanakan sejak minggu kedua bulan
Agustus sampai dengan minggu kedua bulan September. Pelaksanaan aktualisasi ini
memiliki tujuh tahapan, yakni melakukan studi literatur terkait dasar hukum penataan
organisasi, mengidentifikasi atau menyusun konsep materi yang akan dituangkan
kedalam E-book, membuat formulir mengenai data apa saja yang dibutuhkan oleh
Subbagian Organisasi ketika ada unit yang ingin mengajukan penataan organisasi,
menyusun konsep infografis alur penataan organisasi, membuat E-book mengenai
panduan dalam penataan organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI,
sosialisasi program E-book kepada unit kerja lain, dan pembuatan laporan akhir
kegiatan Latsar CPNS 2022.

Dengan hadirnya E-book Panduan Penataan Organisasi ini, diharapkan unit
kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Rl mengetahui mengenai prosedur, dasar
hukum, serta data apa saja yang perlu dikirimkan unit pengusul kepada Subbagian
Organisasi terkait penataan organisasi. Pengemasan produk baru Subbagian Organisasi
yang berbentuk digital ini juga merupakan salah satu cara guna mewujudkan Sekretariat
Jenderal DPR RI yang professional dan modern.

Aktualisasi ini juga berkaitan dengan pengimplementasian dari nilai bela
negara, yang diaktualisasikan dengan sikap dan perilaku yakni selalu berupaya untuk
memberikan konstribusi pada kemajuan bangsa dan negara melalui ide-ide kreatif dan
inovatif guna mewujudkan kemandirian bangsa sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas
masing-masing. Selain itu isu ini juga berkaitan dengan nilai core value BerAKHLAK,
sebagaimana sebelum produk baru ini dibuat, terdapat kesulitan dari unit pengusul
untuk mengetahui informasi apa saja yang harus diberikan kepada Subbagian
Organisasi terkait penataan organisasi, namun dengan hadirnya E-book ini, Subbagian
Organisasi mengimplementasikan nilai Berorientasi Pelayanan dengan memudahkan
unit kerja untuk mengartikan Persekjen DPR Rl Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penataan Organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui media E-book. Pelaksanaan
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aktualisasi ini juga berkaitan erat dengan nilai kolaboratif, dimana dalam setiap proses

pelaksanaanya melibatkan pihak-pihak lain sehingga menghasilkan produk final dari

E-book panduan penataan organisasi. Sedangkan untuk materi agenda Il yakni smart

asn dan manajemen ASN, hadirnya E-book ini membantu menyelesaikan permasalahan

yang timbul sebagai akibat dari adanya ketidaksesuaian antara informasi yang

dibutuhkan Subbagian Organisasi dan informasi yang diberikan unit lain yang

mengajukan penataan organisasi.

. Saran

Berdasarkan pelaksanaan aktualisasi “E-Book Proses Penataan Organisasi Sekretariat

Jenderal DPR RI”, saran yang dapat penulis berikan adalah:

1.

2.

3.

Apabila terdapat update pada dasar hukum, prosedur dan mekanisme serta
perubahan aturan lain yang diperlukan unit pengusul (analisis jabatan, analisis
beban kerja, dan kerangka standart operating procedures), Subbagian
Organisasi perlu melakukan update berkala pada E-book Panduan Penataan
Organisasi

Agar Subbagian Organisasi lebih aktif dalam menyampaikan E-book Panduan
Penataan Organisasi terhadap unit pengusul penataan organisasi yang belum
memahami prosedur, mekanisme serta infomasi yang dibutuhkan Subbagian
Organisasi.

Agar Subbagian Organisasi menambahkan informasi terkait penataan
organisasi dari Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penataan Organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan
Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesiake dalam E-book.

Daftar Pustaka
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Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia

Peraturan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar
Calon Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah

Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penataan
Organisasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia

Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana telah
dirubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR Rl Nomor 24 tahun 2021.

Peraturan Sekretaris Jenderal DPR Rl Nomor 16 Tahun 2021 tentang Penetapan Nilai dan
Kelas Jabatan di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 3 tahun
2022

Lembaga Administrasi Negara. 2021. Modul Berorientasi Pelayanan Pelatihan Dasar Calon
Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: LAN RI

Lembaga Administrasi Negara. 2021. Modul Akuntabel Pelatihan Dasar Calon Pegawai
Negeri Sipil. Jakarta: LAN RI

Lembaga Administrasi Negara. 2021. Modul Kompeten Pelatihan Dasar Calon Pegawai
Negeri Sipil. Jakarta: LAN RI

Lembaga Administrasi Negara. 2021. Modul Harmonis Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri
Sipil. Jakarta: LAN RI

Lembaga Administrasi Negara. 2021. Modul Loyal Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri
Sipil. Jakarta: LAN RI

Lembaga Administrasi Negara. 2021. Modul Adaptif Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri
Sipil. Jakarta: LAN RI

Lembaga Administrasi Negara. 2021. Modul Kolaboratif Pelatihan Dasar Calon Pegawai
Negeri Sipil. Jakarta: LAN RI

Lembaga Administrasi Negara. 2021. Modul Smart ASN Pelatihan Dasar Calon Pegawai
Negeri Sipil. Jakarta: LAN RI
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Lembaga Administrasi Negara. 2017. Modul Manajemen ASN Pelatihan Dasar Calon
Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: LAN RI

LAMPIRAN

Lampiran 1- Formulir Alat Bantu Pengendalian Mentor
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SEKRETARIAT JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270

TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715423 /5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

Nama Peserta

: Dem Irfan Muhammad Ginting

PADA PELAKSANAAN AKTUALISASI

PELATIHAN DASAR CPNS TAHUN 2022

FORMULIR ALAT BANTU PENGENDALIAN MENTOR

Nama Mentor  : Nimah Wahyu Pumami

NIP :199609052022021001
Unit Kerja : Subbagian Organisasi
Jabatan - Analis Organisasi
IsuKegiatan  : Kurangnya informasi mendetail mengenai unit yang mengajukan penataan organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI
Output Kegiatan |  Keterkaitan Kontribusi Y
No. | Tanggal Tahapan Kegiatan Terhadap Substansi Mata | terhadap Visi- Pegeu:::agillm Catatan Mentor r::;: o
Pemecahan Isu Pelatihan Misi Organisasi 9
1. | Senin, Melakukan studi Dokumen Kompeten: Melakukan Melakukan Pada dokumen kertas kerja dmh/
8 Agustus literatur terkait dasar | peraturan terkait | Menemukan dan | pencarian dasar | pencarian Dasar | disi dengan tahapan a
202 hukum penataan penataan mempelajari hukum terkait Hukum ferkait | kegiatan, output, evidence,
organisasi organisasi di Persekien DPRRI | penataan Penataan dan wakiu pelaksanaan
lingkungan Nomor 18 organisasi sejalan | Organisasi sebagai pegangan dalam
. Sekretariat tahun 2016 dengan sejalan | mendukung melaksanakan kegiatan
Tahapan kegiatan: Jenderal DPRRI dengan Visi penguatan nilai | aktualisasi bagi peserta dan
a) Melakukan Sekretariat kompeten, sebagai alat monitoring bagi
konsultasi rencana . Akuntabel: Jenderal DPRRI | akuntabel, dan | mentor, serta selanjutnya
pelaksanaan Buktifisik: Bertanggung yakni: Menjadi | loyal. dimintakan tanda tangan
aktualisasi kepada jawab  untuk Sekretariat kepada mentor dan atasan
mentor mencaridasar Jenderal yang mentor sebagai bentuk
hukum yang Profesional dan perjanjian kinerja pejabat
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Output Kegiatan Keterkaitan Kontribusi -
No. |  Tanggal Tahapan Kegiatan Terhadap Substansi Mata | terhadap Visi- Peggualaln N.' g Catatan Mentor LeIES
Pemecahan Isu Pelatihan Misi Organisasi Ryiinsas Ll
b) Melakukan 1. Kertas Kerja | terkait dengan | Modern dalam Pelaksana yang
pencarian dasar Aktualisasi penyelesaian mendukung Visi menunjukkan komitmen
hukum terkait (pdf) masalah isu Dewan bersama peserta, mentor,
penataan organisasi | 9 (Catatan utama Perwakilan dan atasan mentor dalam
Konsultasi Rakyat Republik kegiatan aktualisasi ini.
Indonesia
(pd) Loyal:

3. Foto Memberikan Pada dattar hukum terkait
dokumentasi | usaha terbaik Serta sejalan dengan penataan
pelaksanaan | guna dengan Misi organisasi, tidak hanya
(ipg) meningkatkan Sekretariat mencantumkan peraturan

4 Dokumen pengetahuan dan | Jenderal DPR RI: terkait pedoman penataan
Persekjen menunjang Menyajikan data organisasi, tetapi juga
DPRRI Nomor | €majuan yang lengkap, ditambahkan peraturan atau
18 tahun 2016 | Organisasi akurat, dan andal ketentuan terkait yang

sebagaibahan menjadi bagian dari Analisa

5. Daz?f - dalam usulan penataan organisasi.
peraturan atau i
ketentuan lain Eggﬂ:,'gg:agewan Contohnya ketentuan
terkait Perwakian tentgng Analisa Japatan,
penataan Rekyat Republik .S_na\]sa beban kenq, proses
organisasi Indonesia isnis, SOP, dan lain-lain.

6. Screenshot
Persekjen
DPRRI Nomor
18 tahun 2016

Output Kegiatan Keterkaitan Kontribusi .
No. | Tanggal Tahapan Kegiatan Terhadap Substansi Mata | terhadap Visi- Pegguala_n N.'Ia' Catatan Mentor L
Pemecahan lsu Pelatihan Misi Organisasi rganisasi DL
2. | Selasa, Mengidentifikasi atau | Output dari Kompeten: Mengidentifikasi | Mengidentifikasi | Sesuai dengan rencana
9 Agustus menyusun konsep kegiatan ini Membuat an‘Sep atau menyusun | atau menyusun kegiatqn pesgr}a, pada dﬂﬂb
202 materi yang akan adalah dan daftar point- | konsep materi konsep materi | ebook ini berisi alur
dituangkan ke dalam e- | teridentifikasinya | point yang akan | kedalam E- book, | iedalam E- penataan organisasi dan
book. point-point apa dituangkan sejalan dengan book, formulir usulan penataan
sajayangakan | kedalam E-book | Visi Sekretariat mendukung organisasi.
Tahapan kegiatan: gggg{;g[gaé‘_hook J:E:?rﬂgﬂ?;?' penguatan nilai | Pada alur penataan
: ¥ y dibuatkan
o : Adaptif: ) kompeten, organisasi dibua
a) Diskusi dengan mengenai Sekretariat dantif & rancangan awal alur
mentor/coach panduan dalam | Dalam menyusun | Jenderalyang | adaptif dan penataen orgenisasi
penataan konsep materi, Profesional dan | akuntabel. berdasarkan dampaknya,
organisas harus -~ dapat Modern dalam apakah terdapat perubahan
b) Mengum'pulkan‘ menyesuaikan mendukung Visi peraturan presiden atau
informasi ~ dari Bukii fisik dengan Dewan tidak terdapat perubahan
Persekjen Nomor 18 . perubahan dan | Perwakian peraturan persiden.
tahun 2016 ke 1. Catatan kebutuhan Rakyat Republik )
dalam E-book konsultasi | Subbagian Indonesia Pada formuir usLlan
(pdf) Organisasi pgnataan organisasi, '
) dibuatkan dalam 2 bagian
¢) Membuatlist 2. Foto ' Serta sejalan yaitu template sistematika
mengenai poirt- dokyment_am Akuntabel: dengan Mm formulir usulan penataan
pointapasajayang |  Kediatan (ipg) | Bertanggung Sekretariat organisasi dan keterangan
akan dituangakan | Daftar materi jawab dalam Jendral DPRRI atas sistematika yang berisi
kedalam buku yang akan pembuatan yakni: Menyajikan penjelasan atas masing-
panduan divangkanke | konsepE-book | data yang masing informasi yang
dalam E-book lengkap, akurat dibutuhkan dalam
dan andal

sebagai bahan
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Keterkaitan

Kontribusi

Output Kegiatan 0
No. Tanggal Tahapan Kegiat Terhadap Substansi Mata | terhadap Visi- Peg?"::?:;:i'la' Catatan Mentor ::;gr
Pemecahan Isu Pelatihan Misi Organisasi 9
dalam melakukan penataan
pengambilan organisasi.
keputusan Dewan
Perwakilan
Rakyat Republik
Indonesia.

3. | Kamis, Membuat formulir Qutput dari Berorientasi Membuat formulir | Membuat Sesuai dengan rencana d‘mb
25 Agustus mengenai data apa kegiatan ini pelayanan: mengenai data formulir kegiatan peserta, pada -
2029 saja yang dibutuhkan | adalah Membantu apa saja yang mengenai data | kegiatan ini dilakukan

oleh Subbagian teridentifikasinya | omidahkan unit | dibutuhkanoleh | apa sajayang | pembahasan tentang

Organisasi ketika ada | data apa saja lain dengan Subbagian dibutuhkan oleh | formulir penataan

unit yang ingin yang membuat pattem Organisasi ketika | Subbagian organisasi.

mengﬁjuk.an penataan s.esungguhnya yang jelas gdg unit yang Organisasi )

organisasi dibutuhkan ingin mengajukan | ketika ada unit o

Subbagian penataan yang ingin Pada formulirini terdapat
. Organisasidari | Akuntabel : organisasi, mengajukan template sistematika

Tahapan Kegiatan: unit yang Membuat forrmulr sejalan dengan penataan formu!lr pgnataan )

a) Diskusi dengan mengajukan penataan Visi Sekretariat | organisasi, organisasi. Se_dangkan di
mentorlcoach penataan ogarisss Jenderal DPRRI | mendukung sisi Za‘“ lagi dibuatkan

) organisasi. akni: enguatan nilai | Panduan pengisiannya.

b) Membuat formulr 9 mefulpaki” :alah :\r/len‘adi Ee"g,,iemsi Pada panduan pengisian
penataan organisasi, satu langkah jact pelayanan, terkait Analisa Jabatan,
yang berisikan: Bukti fisik - penyelesaian isu | Sekretariat euntabel dan | Analisa Beban Keria, dan

utama. Jenderal yang ' SOP, dibuatkan penjelasan
1) Kolom 1. Catatan Profesional dan | kompeten. » an per)
" tentang definisi kegiatan,
Pendahuluan konsultasi Modern dalam ;
g Kompeten: d Visi link untuk mengakses
(Later belakang (paf) : gen ukung Visi sumber data Analisa
penataan ewan Jabatan, Analisa Beban
Olipcieg! L Nilai Paraf
No. Tanggal Tahapan P Mata terhadap Visi- | ° Catatan Mentor
Pemecahan Isu Pelatihan Misi Organisasi Organisas| meniey
organisasi, Dasar | 2. Foto Beberapa point Perwakilan Kerja, dan SOP, serta apa
hukum, maksud dokumentasi dalam formulir Rakyat Republik yang harus
dan tujuan kegiatan ( merupakan Indonesia dilakukan/diinformasikan
j g (pg)
dilakukanya 3. Formulir penjabaran dari oleh unit kerja pada poin
penataan > peraturan W tentang Analisa Japatan.
amal penataan Sekretaris Serta sejalan Analisa Beban Kerja, dan
o 9 Jenderal DPRRI | dengan Misi SOP
2) Kolom kondisi Nomor 18 tahun Sekretariat

dan
permasalahan
yang dihadapi
organisasi

3) Kolom
perbandingan
antara struktur
organisasi
existing dengan
usulan yang baru
(Struktur
organisasi,
analisis jabatan,
analisis beban
kerja, kerangka
SOP, dan data
pendukung
lainya)

2016 tentang
Pedoman
Penataan
Organisasi di
Lingkungan
Sekretariat
Jenderal DPR RI

Jenderal DPR RI
yakni:
Memberikan
dukungan dan
pelayanan prima
bagi pelaksanaan
tugas dan fungsi
Dewan
Perwakilan
Rakyat Republik
Indonesia
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Output Kegiat: Keterkai Kontrik _
No. Tanggal Tahapan Kegiatan Terhadap Substansi Mata | terhadap Visi- Peggualgn N_||a| Catatan Mentor IFIED
Pemecahan Isu Pelatihan Misi Organisasi LRILEE entoy
4. | Selasa, Menyusun konsep Output dari Kompeten : Menyusun konsep | Menyusun Sesuai dengan rencana
30 Agustus infografis alur kegiatan ini Mengumpulkan infografis alur konsep kegiatan peserta, pada dﬂﬂb
2022 penataan organisasi adalah diagram data ferkait penataan infografis alur kegiatan ini dilakukan
alur penataan mekanisme dan organisasi sejalan | penataan pembahasan tentang alur
. organisasi. prosedur dengan Visi organisasi penataan penataan
Tahapan kegiatan: penataan Sekretariat mendukung organisasi.
a) Diskusi dengan oy organisasi Jenderal DPRRI | penguatan nilai
mentor/coach Bukti fisik : yakni : kompeten, loyal Pacia tahap i elah
- pini
b) Mengumpulkan data K Eatate:tr; . Loval: Menjadi dan akuniabel. dilakukan pembahasan
terkait mekanisme onsulasi var Sekretariat usulan alur penataan
dan prosedur (pdf) Membuat list Jenderal yang organisasi yang dibuat
penataan organisasi | 2. Foto mengenai data Profesional dan peserta. Dari hasil
) dokumentasi | Yang dibutunkan | Modem dalam pembahasan telah
c) Membuatlllst Kegiatan (jpg) mendukung Visi dilakukan perbaikan
mengenal Dewan rumusan, sehingga lebih
i ja | 3. Infografis alur | Akuntabel: Perwakilan i ’ i i
mekanisme apa saja °9 ) singkat akan tetapi tidak
yang akan penataan Bertanggung Rakyat Republik mengubah makna dari
dituangkan kedalam organisasi jawab dan Indonesia proses penataan organisasi
E-book berkomitmen yang dilakukan.
dalam pembuatan Serta seialan
E-book dengan dengan ;Vlisi
sebaik-baiknya Selretariat
Jenderal DPRRI
yakni :
Memberikan
dukungan dan
pelayanan prima
Output Kegiatan Keterkaitan Kontribusi .
No. Tanggal Tahapan Kegiat: Terhadap Substansi Mata terhadap Visi- Peggual@n N.'Ia' Catatan Mentor Partaf
Pemecahan Isu Pelatihan Misi Organisasi rganisasi mentor
bagi pelaksanaan
tugas dan fungsi
Dewan
Perwakilan
Rakyat Republik
Indonesia
5. | Senin, Menuangkan semua Outputnya dari Loyal: Menuangkan Menuangkan Sesuai dengan rencana dmh/
data yang telah kegiatan ini semua data yang | semua data kegiatan peserta, pada 4
gé%member diperoleh kedalam E- | adalah E-book ye?:ﬁ:'gggkyaa"ng felah diperoleh | yang telah kegiatan ini dilakukan -
book mengenai mengenai dibutuhkan kedalam E-book | diperoleh penuangan alur penataan
panduan dalam panduan dalam mengenai kedalam E-book | penataan organisasi dan
penataan organisasi di | penataan panduan dalam mengenai formulir ke dalam e-book.
lingkungan Sekretariat | organisasi di Adaptif: penataan panduan dalam
Jenderal DPRRI lingkungan Mampu organisasi di penataan o
Sekretariat mengimplemen. | ngkungen organisasi di Pada tahapan ini konsep e-
. Jenderal DPRRI | o ‘kg data-data | Sekretariat lingkungan book yang telah disusun,
Tahapan kegiatan: sikan data-data | |\ 2IDPRRI | Sekretariat dilakukan perbaikan
. yang telah didapat |~ ' tampilan gambar agar lebih
a) Diskusi dengan — dan dituangkan ke | Sejalandengan | Jenderal DPR pilan gambar ag
mentor/coach Bukti fisik : dalam ben?uk b Visi Sekretariat RI, mendukung | menarik dan tidak tgrla\u
M 1. Catatan (e-book) Jenderal DPRRI | penguatan nilai banyak kata-kata di
b) enuapgkan \onsultasi yakni - Loyal, Adaptif dalamnya.
mekanisme dan (o) Meniadi dan Harmonis
prosedur penataan Harmonis: S jadl
- 2 Foto : ekretariat
organisasi - | Keri t Jenderal yang
¢) Menuangkan formulir dokumentasi e e ra Profesional dan
kegiatan (jpg) | berbagai faktor

penataan organisasi
ke dalam E-book

dengan
sedemikian rupa,

Modern dalam
mendukung Visi
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Output Kegiatan Keterkait Kontrit i
No. Tanggal Tahapan Kegiatan Terhadap Substansi Mata terhadap Visi- Peggual.?n N.' <l Catatan Mentor T
Pemecahan Isu Pelatihan Misi Organisasi rganisasi T
3. Lembar sehingga faktor- Dewan
mekanisme faktor tersebut Perwakilan
dan prosedur | dapat Rakyat Republik
penataan menghasilkan Indonesia
organisasi suatu kesatuan
pada E-book )g:;ga berbentuk e- Serta sejalan
4. Lembar dengan Misi
formulir Sekretariat
penataan Jendgra\ DPRRI
organisasi ke yakni:
dalam E-book Melaksanakan
tata kelola
kelembagaan
pemerintahan
yang profesional,
baik, dan bersih di
lingkungan
Sekretariat
Jenderal Dewan
Perwakilan
Rakyat Republik
Indonesia.
6. | Jumat, Sosialisasi program E- | Qutput dari Harmonis: Sosialisasi Sosialisasi Pada tahapan ini, peserta
9 September book kepada unit kerja | kegiatan ini Sosialisasi kepada | Program E-book | program E-book | melalui Bagian Organisasi dlﬁz
2022 ain adalah unit lain unit-unit lain kepada unit kerja | mendukung dan Tata Laksana
mengetahui sehingga E-book lain, sejalan penguatan nilai | melakukan pembahasan
produk E-book ini dengan Visi harmonis, dengan Bagian
Output Kegiatan Keterkait; Kontrit -
No. Tanggal Tahapan Kegiatan Terhadap Substansi Mata terhadap Visi- Peggualgn N.' izl Catatan Mentor el
Pemecahan Isu Pelatihan Misi Organisasi xganiszs [Ecy
Tahapan kegiatan: sehingga ini dapat dipahami | Sekretariat adaptif dan Pembentukan Produk
a) Diskusi dengan memudahkan unit | dengan baik Jenderal DPRRI | berorientasi Hukum. Pertimbangannya
mentor/coach tersebut ketika yakni : pelayanan yaitu bahwa unit'ini yang
o ingin mengajukan ; Menjadi akan mempunyai tugas dan
b) Menghubungi unit penataan Adaptif: Sekretariat fungsi perumusan produk
kerja lain yang organisasi Mampu untuk Jenderal yang hukum, sehingga
bertanggung jawab beradaptasi Profesional dan diharapkan dapat
terhadap Buki fisik - dengan Modern dalam memperlkan masukan
portal.dpr.go.d : perubahan yang mendukung Visi terkal! alur penataan
1. Catatan ada Dewan organisasi mengingat alur
konsultasi Perwakilan th’ersebut te\sah diatur dalam
; eraturan Sekretaris
(pet) Berorientasi szyat REPUb“k Jenderal.
2. Foto Pelayanan: ndonesia
dokumentasi Memberikan o
kegiatan (pg) | sosialisasi produk | Serta sejalan Masukan yang diberikan
3. Infoarafis pada | baru dari dengan Misi telah diterima dan
- Infograris pa ‘a . : dilaksanakan oleh peserta
portal dpr.go.id | Subbagian Sekretariat d iuan M
Organisasi Jenderal DPRRI engan persetujuan Mentor.
4 Sc;eens:o: merupakan salah | yakni:
szr ::?iod @ Jsatu | Melaksanakan
-go. pengimplementasi | tat kelola
an dari nilai kelembagaan
berorientasi pemerintahan
pelayanan yang profesional,

baik, dan bersih di
lingkungan
Sekretariat
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pertama hingga
harir terakhir,
ditutup dengan
laporan rancangan
aktualisasi Latsar
CPNS 2022

yakni :
Melaksanakan
tata kelola
kelembagaan
pemerintahan
yang profesional,
baik, dan bersih di
lingkungan
Sekretariat
Jenderal Dewan
Perwakilan
Rakyat Republik
Indonesia

Output Kegiatan Keterkaitan Kontribusi -
No. Tanggal Tahapan Kegiatan Terhadap Substansi Mata terhadap Visi- Pegeu:'t‘ai:al:illal Catatan Mentor r::r:::r
Pemecahan Isu Pelatihan Misi Organisasi 9
Jenderal Dewan
Perwakilan
Rakyat Republik
Indonesia.

7. | Rabu, Pembuatan laporan Output dari Akuntabel: Pembuatan Pembuatan Pada tahapan ini telah ﬂm/
14 September | akhir kegiatan Latsar | kegiatan ini Membuat | laporan akhir laporan akhir diberikan gambaran laporan d
202;': emoer CPNS 2022 adalah ak‘i‘? dﬁl v:?gs;an kegiatan Latsar kegiatan Latsar | akhir aktualisasi peserta. -

terciptanya testimoni CPNS 2022, CPNS 2022
. produk baru dari merupakan bentuk sejalan dengan mendukung o
Tahapan kegiatan: Subbagian fanggung jawab Visi Sekretariat | penguatan nilai | Catatan yang diberikan
a) Diskusi dengan Organisasi. peserta Latsar | Jenderal DPRRI | Akuntabel, PP}WPH P?t"amﬂhtaa o
mentoricoach CPNS 2022 yakni : adaptif dan loyal | Informasi terkait stakeholder
L yang hasru dimasukkan ke
b) Pembuatan video | Bukt fisik : g"::lag » dalam laporan akhir, yaitu
imoni retari i
testimoni 1. Catatan Adaptif: Jenderal yang bukan h_anya yang be(ada d!
©) Pembuatan bahan konsultasi Beradaptasi Profesional dan Su:b;géarggggmsl,aalsr: ?ap'
paparan laporan (pd) dengan segala Modern dalam JBuggiz«lrll Ol:gan?slagi d;n 1I'ata
aktualisasi 2 Foto perubahan dalam | mendukung Visi Laksana.
dokumentasi lpembualakr;f B:xaanki\an
; . laporan akhir
k?glatan Up) kegiatan Latsar | Rakyat Republik
3. Video CPNS 2022 Indonesia
Testimoni
Latsar CPNS .
2022 Loyal: Serta seja!a_n
Menyelesaikan gerllgatn M'ts'
kegiatan Latsar ekretaria
Output Kegiatan Keterkaitan Kontribusi i
No. Tanggal Tahapan Kegiatan Terhadap Substansi Mata | terhadap Visi- Peg?ualtlainaNillan Catatan Mentor l::;tafr
Pemecahan Isu Pelatihan Misi Organisasi thad o
CPNS dari hari Jenderal DPR RI
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Lampiran 2- Formulir Pendengalian coach

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715423 /5715925 LAMAN : www.dpr.go id

FORMULIR ALAT BANTU PENGENDALIAN
COACHPADA PELAKSANAAN
AKTUALISAS| PELATIHAN DASAR

CPNS TAHUN 2022

Mama  : Dem Irfan Muhammad Ginting
Instansi : Sekretariat Jenderal DPR RI

Nama Coach: Hermawan Syarif, S.Pd.

NIP : 199609052022021001
Tanggal " " o . P Tanda Tangan

No. Pembimbingan Isu Permasalahan Yang Dibahas Media Komunikasi Rekomendasi Pembimbingan poe

1.| 8 Agustus 2022 |Video testimoni Latsar Whatsapp Pemberian testimoni dari user yang telah|
|diberikan  sosialisasi terkait program|
faktualisasi Latsar CPNS

2.| 22 Agustus 2022 |Masukan terkait laporan mingguanWhatsapp Memasukan bukti screenshot diskusi
melalui whatsapp kedalam laporan|
mingguan

3. |0 September 2022Design E-book dan infografis yang[Tatap muka Perihal link yang terdapat di formulir

lakan dituangkan kedalam|
portal.dpr.go.id

penataan organisasi agar
|disesuaikan dengan nama folder yang|
lterdapat didalamnya

S

5 September 2022Teknis penulisan |aporan akhirTatap muka
laktualisasi

Beberapa peint yang dibahas antara lain:
a) Menambahkan nilai-nilai
BerAKHLAK dalam kegiatan

ilai BerAKHALAK periul
dicantumkan pada akhir setiap|
kegiatan

Setiap kalimat *rancangan

3}

diganti dengan kalimat

“laporan”
Pada awal kegiatan|
ditambahkan nemor kegiatan|
(contoh: kegiatan 1 Melakukan|
studi literatur terkait Dasar|
Hukum Penataan Organisasi)

a
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Lampiran 3— Bukti Pengendalian Pembelajaran Aktualisasi oleh Coach

Lampiran 2. Bukti Pengendalian Pembelajaran Aktualisasi oleh Coach

Nama Peserta : | Dem Irfan Muhammad Ginting
NIP : | 199609052022021001

Unit Kerja : | Subbagian Organisasi

Jabatan : | Analis Organisasi

Kurangnya informasi mendetail mengenai unit yang mengajukan
Rumusan lsu
penataan organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI

1) Kegiatan 1 : Melakukan studi literatur terkait dasar hukum penataan organisasi

Wakitu dan
Penyelesaian Kegiatan Catatan Coaching Media Paraf
Coaching
Tahapan Kegiatan Sesuai wa

Output Kegiatan Terhadap Sesuai

Pemecahan lsu

Keterkaitan Substansi Mata Sesuai
Pelatihan
Kontribusi terhadap Tusi Sesuai
organisasi
Penguatan Nilai Organisasi Sesual

2) Kegiatan 2 : Mengidentifikasi atau menyusun konsep materi yang akan dituangkan

ke dalam e-book.

Waktu dan
Penyelesaian Kegiatan Catatan Coaching Media Paraf
Coaching
Tahapan Kegiatan Sesuai WA

Output Kegiatan Terhadap Sesuai

Pemecahan lsu

Keterkaitan Substansi Mata Sesuai

Pelatihan
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Kontribusi terhadap Tusi Sesuai
organisasi
Penguatan Nilai Organisasi Sesual

3) Kegiatan 3 : Membuat formulir mengenai data apa saja yang dibutuhkan oleh

Subbagian Organisasi ketika ada unit yang ingin mengajukan penataan organisasi

Waktu dan
Penyelesaian Kegiatan Catatan Coaching Media Paraf
Coaching
Tahapan Kegiatan Sesuai Hadir Fisik
Output Kegiatan Terhadap Sesual
Pemecahan Isu
Keterkaitan Substansi Mata Sesuai
Pelatihan
Kontribusi terhadap Tusi Sesual
organisasi
Penguatan Nilai Organisasi Sesuai

4) Kegiatan 4 : Menyusun konsep infografis alur penataan organisasi

Waktu dan
Penyelesaian Kegiatan Catatan Coaching Media Paraf
Coaching
Tahapan Keglatan Sesual Hadir Fisik
Qutput Kegiatan Terhadap Sesuai
Pemecahan Isu
Keterkaitan Substansi Mata Sesual
Pelatihan
Kontribusi terhadap Tusi Sesuai
organisasi
Penguatan Nilai Organisasi Sesual
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5) Kegiatan 5: Menuangkan semua data yang telah diperoleh kedalam E-book mengenai

panduan dalam penataan organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI

Waktu dan
Penyelesaian Kegiatan Catatan Coaching Media Paraf
Coaching
Tahapan Kegiatan Sesual Hadir Fisik

Output Kegiatan Terhadap Sesuai
Pemecahan Isu

Keterkaitan Substansi Mata Sesual
Pelatihan

Kontribusi terhadap Tusi Sesual
organisasi

Penguatan Nilai Organisasi Sesuai

6) Kegiatan 6 : Sosialisasi program

E-book kepada unit kerja lain

Waktu dan
Penyelesaian Kegiatan Catatan Coaching Media Paraf
Coaching
Tahapan Kegiatan Sesual Hadir Fisik

Output Kegiatan Terhadap Sesual
Pemecahan Isu

Keterkaitan Substansi Mata Sesuai
Pelatihan

Kontribusi terhadap Tusi Sesual
organisasi

Penguatan Nilai Organisasi Sesual

71 Kegiatan 7 : Pembuatan laporan akhir kegiatan Latsar CPNS 2022

Waktu dan

Penyelesaian Kegiatan Catatan Coaching Media Paraf
Coaching
Tahapan Kegiatan Sesuai Hadir Fisik

Output Kegiatan Terhadap Sesual
Pemecahan Isu

Keterkaitan Substansi Mata Sesuai
Pelatihan

Kontribusi terhadap Tusi Sesuai
organisasi

Penguatan Nilai Organisasi Sesuai
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Lampiran 4— Penilaian dan masukan penguji

Nama Peserta : Dem Irfan Muhammad Ginting,S.1.P
Nomor Daftar Hadir - 11
Jabatan : Analis Organisasi
Instansi Setjen DPR RI
Catatan/Saran:

Jakarta, 4 Agustus 2022
Penguiji,

i

ad Yus Igbal, S.E
NIP. 196707171993031006
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Lampiran 5— Penilaian dan masukan coach

Formulir 9

PENJELASAN KEMAMPUAN PESERTA
DALAM MEMBUAT RANCANGAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR CPNS

Nama Peserta : Dem Irffan Muhammad Ginting,S.I.P
Jabatan : Analis Organisasi
Instansi : Setjen DPR RI

Tempat Aktualisasi : Bagian Organisasi dan Tata Laksana
Saya menilai peserta Pelatihan Dasar Calon PNS tersebut:

Sangat Mampu/ Mampu / Karang Mampu / FHdalcMampu

Membuat rancangan aktualisasi subtansi mata Pelatihan Dasar Calon PNS dalam
menyelesaikan isu yang telah ditetapkan, dengan penjelasan sebagai berikut:

Jakarta, 4 Agustus 2022

Coach,

Hermawan Syarif, S.Pd
NIP. 199306162018011001
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Lampiran 6— Kertas Kerja Aktualisasi

AKTUALISASI “E-BOOK PANDUAN PENATAAN ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI”

KERTAS KERJA

a. Diskusi dengan mentor/coach

1) Catatan konsultasi (pdf)
2) Foto dokumentasi pelaksanaan
(irg)

Waktu Pelaksanaan
No Kegiatan dan Tahapan Output Bukti Fisik/ Evidence Agustus Sept.
Kegiatan 1
Ln|fm v )\ 0] Kl e B ||
1 Melakukan studi literatur terkait | Dokumen peraturan
Dasar Hukum Penataan | terkait penataan
Organisasi organisasi di lingkungan
Sekretariat Jenderal
DPRRI
a. Melakukan konsultasi rencana 1) Kertas Kerja Aktualisasi (pdf)
pelaksanaan aktualisasi 2) Catatan konsultasi (pdf)
kepada mentor/ coach 3) Foto dokumentasi pelaksanaan
(irg)
b. Melakukan pencarian dasar 1) Dokumen Persekjen DPR RI
hukum  terkait  penataan Nomor 18 Tahun 2016
organisasi 2) Daftar  Peraturan  terkait
penataan organisasi
3) Screenshoot Persekjen DPR RI
Nomor 18 Tahun 2016
2. Mengidentifikasi atau menyusun | Output dari kegiatan ini
konsep materi yang akan | adalah teridentifikasinya
dituangkan kedalam E-book point-point apa saja yang
akan dituangkan 1
Waktu Pelaksanaan
No Kegiatan dan Tahapan Output kti Fisik/ Evidence Agustus Sept.
Kegiatan |
rjwim v viti|n
kedalam E-book
mengenai panduan
dalam penataan
organisasi

b. Mengumpulkan informasi dari
Persekjen Nomor 18 tahun
2016 ke dalam E-book

c. Membuat list mengenai point-
point apa saja yang akan
dituangakan kedalam buku
panduan

Daftar materi yang akan

dituangkan kedalam E-book

3 Membuat formulir mengenai data
apa saja yang dibutuhkan oleh
Subbagian Organisasi ketika ada
unit yang ingin mengajukan
penataan organisasi

Output dari kegiaan ini
adalah formulir penataan
organisasi

a. Diskusi dengan mentor/coach

1) Catatan konsultasi (pdf)
2) Foto dokumentasi pelaksanaan
(ipg)
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Kegiatan dan Tahapan
Kegiatan

Waktu Pelaksanaan

Bukti Fisik/ Evidence

Agustus

Sept.

1
v

Al |

b.
1)
2

-

3)

4)

Membuat formulir penataan
organisasi, yang berisikan:
Kolom identitas pengaju
penataan organisasi

Kolom latar belakang penataan
organisasi (Dasar  hukum,
maksud dan tujuan penataan
dan tujuan dilakukanya
penataan organisasi)

Kolom kondisi dan
permasalahan yang dihadapi
organisasi

Kolom perbandingan antara
struktur  organisasi  existing
dengan wusulan yang baru
(analisis jabatan, analisis beban
kerja, kerangka SOP, dan data
pendukung lainya)

1) Formulir penataan organisasi

Menyusun konsep infografis alur
penataan organisasi

Output dari kegiatan ini
adalah Diagram alur
penataan organisasi

Diskusi dengan mentor/coach

1) Catatan konsultasi (pdf)
2) Foto dokumentasi pelaksanaan
(irg)

No

Kegiatan dan Tahapan
Kegiatan

Output

Waktu Pelaksanaan

Bukti Fisik/ Evidence

Agustus

Sept.

b. Mengumpulkan

terkait
prosedur

data
mekanisme  dan
penataan organisasi

. Membuat

list mengenai
mekanisme apa saja yang akan
dituangkan kedalam E-book

1) Infografis alur

organisasi

penataan

Membuat
panduan

organisasi
Sekretariat Jenderal DPR RI

E-book
dalam
di

mengenai
penataan
lingkungan

Output dari kegiaan ini
adalah E-book mengenai
panduan dalam
penataan organisasi di
lingkungan  Sekretariat
Jenderal DPR RI

a. Diskusi dengan mentor/coach

1) Catatan konsultasi (pdf)
2) Foto dokumentasi pelaksanaan
(ipg)

. Menuangkan mekanisme dan

prosedur penataan organisasi

. Menuangkan formulir penataan

organisasi ke dalam E-book

1) Lembar mekanisme dan
prosedur penataan organisasi
pada E-book

v1) Lembar formulir  penataan
organisasi ke dalam E-book
pada E-book

Sosialisasi
kepada unit kerja lain

program  E-book

Output dari kegiatan ini

adalah unit

lain
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No

Kegiatan dan Tahapan
Kegiatan

Output

Waktu Pelaksanaan

Bukti Fisik/ Evidence

Agustus

Sept.

}

n|m v

i |

mengetahui produk E-
book ini sehingga
memudahkan unit
tersebut  ketika ingin
mengajukan
organisasi.

penataan |

a. Diskusi dengan mentor/coach

1

)

2)

Catatan konsultasi (pdf)
Foto dokumentasi pelaksanaan

(irg)

b. Menghubungi unit kerja lain
yang bertanggung  jawab
terhadap portal.dpr.go.id

1

)

Infografis pada portal dpr.go.id
Screenshot pada portal
dpr.go.id

Pembuatan laporan akhir kegiatan
Latsar CPNS 2022

Output dari kegiatan ini
adalah terciptanya
produk baru dari
Subbagian Organisasi.

a. Diskusi dengan mentor/coach

c. Pembuatan video testimoni

1

)

2)

[

=

Catatan konsultasi (pdf)
Foto dokumentasi pelaksanaan
(ipg)

Video Testimoni Latsar CPNS
2022 (tugas dari pusdiklat) di
upload pada Youtube Dem Irfan
M Ginting
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Lampiran 7 — Laporan Mingguan 2

SEKRETARIAT JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715925 LAMAN : www.dpr.go.id

Nama
NIP
Unit Kerja

Isu

Gagasan

Laporan Aktualilsasi Minggu Ke-2

: Dem Irfan Muhammad Ginting

199609052022021001

: Subbagian Organisasi

: Kurangnya informasi mendetail mengenai unit yang mengajukan
penataan organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR R1

: E-book yang berisikan panduan mengenai penataan organisasi pada
lingkungan Sckretariat Jenderal DPR RI.

Kegiatan Evidance

1. | Melakukan  studi
literatur terkait
Dasar
terkait

Organisasi

Hukum

Penataan

1) Melakukan 1) Kertas Kerja aktualisasi
konsultasi Hari/tanggal: Senin, 08 Agustus 2022
rencana Lokasi: Ruang Bagian Organisasi dan Tata Laksana
pelaksanaan Hasil:
aktualisasi » Kertas Kerja Aktualisasi scbagimana tercantum dalam link

kepada mentor/ hitps:/bitly/3KcyNGe

coach 2) Catatan konsultasi sebagaimana tercantum dalam link

https://bit.lv/3wqvINg

3) Foto dokumentasi peleksanaan

Hari/tanggal: Senin 08 Agustus 2022

Lokasi: Ruang Bagian Organisasi dan Tata Laksana

SEKRETARIAT JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423/ 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

Meminta persetujuan atasan mentor/ Kepala Bagian Organisasi dan

Tata Laksana terkait kegiatan Latsar dan pemilihan core issue
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Mas Wawan C

ch Cpns Dpe

Segia 53y3 parbart setela® Tertema e 032 Besok

S¥amat sing as Wamin 0 bertaya s perial 4o b

yon s

o Badknya Gl 0o agustes sa@ 2t dr ol ya s

Siap terimakash s ),
[Diskusi Bersama coach melalui kolom chatting WhatsApp
2) Melakukan 1) Dokumen Persekjen DPR RI Nomor 18 tahun 2016 tentang
pencarian dasar Ped P O i i di Lingkungan Sekretariat Jenderal
hukum terkait dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik
penataan Indonesia, sebagaimana tercantum pada link
organisasi https://| v/3PGP9lch

SEKRETARIAT JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423/ 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

2. Mengidentifikasi
atau Menyusun
konsep materi yang
akan  dituangkan
kedalam E-book
1) Diskusi dengan 1) Catatan konsultasi sebagaimana tercantum dalam link

mentor/coach hitps:/bitly/3PGP9]e

2) Foto dokumentasi peleksanaan
Hari/tanggal: Selasa 09 Agustus 2022
Lokasi: Ruang Bagian Organisasi dan Tata Laksana




SEKRETARIAT JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423/ 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

2) M 1) i Persekjen Nomor 18 tahun 2016
informasi dari Hari/tanggal: Senin 09 Agustus 2022
Persekjen Lokasi: Ruang Bagian Organisasi dan Tata Laksana
Nomor 18 Hasil:
tahun 2016

SEKRETARIAT JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

K. MEKANISME DAN PENATAAN O

Berdasarkan kewenar

rentang  kendali san

i dikarenakan

ng kendali satuan dan masih dala tasarn

Presiden

mak

tilakukar

s Jenderal tents lan Tata Ke

3) Membuat list | 1) Daftar materi yang akan dituangkan kedalam E-book

mengenai Hari/tanggal: Senin 09 Agustus 2022

point-point apa Lokasi: Ruang Bagian Organisasi dan Tata Laksana
saja yang akan Hasil:

dituangkan e Cover Buku

kedalam buku e Pendahuluan

panduan -

Alur Penataan Organisasi
e Formulir Penataan Organisasi

e Penduan Pengisian Formulir




SEKRETARIAT JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423/ 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

BUKU PANDUAN
PENATAAN

Jakarta, 24 Agustus 2022

Mengetahui,

Coach Mentor ﬂ
i

Hermawan Syarif, S.Pd. Ni'mah Wahyu Purnami, S.E.
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SEKRETARIAT JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 348 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN : www dpr.go.id

Nama

NIP

Unit Kerja

Isu

Gagasan

Laporan Aktualisasi Minggu Ke-3

Dem Irfan Muhammad Ginting
199609052022021001

Subbagian Organisasi

Kurangnya informasi mendetail mengenai unit yang mengajukan

penataan organisasi di

ngkungan Sckretariat Jenderal DPR RI

E-book yang berisikan panduan i pe organisasi pada

lingkungan Sekretariat Jenderal DPR R

No.

Kegiatan

Evidence

Membuat formulir
mengenai data apa saja
vang dibutuhkan oleh
Subbagian Organisasi
ketika ada unit yang
ingin mengajukan
penataan organisasi

a. Diskusi dengan
mentor/coach

1) Catatan Konsultasi sebagaimana tercantum dalam
link https:/bit.lyv/3BclsZ4

2) Foto dokumentasi pelaksanaan
Hari/tanggal: Kamis 25 Agustus 2022

Lokasi: Ruang Rapat Bagian Organisasi dan Tata
Laksana

JLN. JENI
TELP. (021) 5715

SEKRETARIAT JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

DERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270

349 FAX. (021) 5715 423 /5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

Evidence

at formulir
n

si, yang

1) Kolom
Pendahuluan
(Latar belakang
penataan
organisa
Dasar
maksud

2) Kolom kondisi
dan
permasalahan
yang  dihadapi
organisasi

3) Kolom
perbandingan

(Struktur
organisasi,
analisis jabat
analisis beban
keria, kerangka
SOP, dan data
pendukung
Iainyan)

n.

1) Formulir Penataan Organisasi dapat dilihat
melalui link hit L1y/3ARI7nA L

2) Panduan pengis wlir dapat dilihat melalui
link hitps:/bitly/3ARSvX VL

o —

USULAN PENATAAN ORGANISASE

EKRETARIAT JENDE
WAKILAN RAKYAT R

JBLIK INDONESIA

S—

T p——

Menyusun konsep
infografis alur
penataan organisasi

. Diskusi dengan
mentor/coach

1) Catatan K dalam
link https:/bit.ly/3pZEUnP

2) Foto dok
Hari/tangg

i pelaksanaan

@ 30 Agustus 2022

92



SEKRETARIAT JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

No. Kegiatan Evidence

Lokasi: Ruang Bagian Organisasi dan Tata
Laksana

b. Membuat list Mengumpulkan data terkait mekanisme dan prosedur
mengenai penataan organisasi, dapat dilihat melalui link
mekanisme apa https://bit.Iv/3BcaCVg
saja yang akan
dituangkan

kedalam E-book

3. Membuat E-book
mengenai panduan
dalam penataan
organisasi di
lingkungan Sekretariat
Jenderal DPR RI

a. Diskusi dengan Foto dokumentasi pelaksanaan
mentor/coach Hari/tanggal: Senin 05 September 2022

Lokasi: Ruang Bagian Organisasi dan Tata Laksana

SEKRETARIAT JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

No. Kegiatan Evidence

b. Menuangkan Lembar mekanisme dan prosedur penataan organisasi
mekanisme dan pada E-book
prosedur penataan
organisasi ke dalam
E-book

PENDAHULUAN

Ponatan ongansas ickuban sebagaisskh s
G2 P2 mewsgadin Selvetarat jendect PR
R jarg professional dan mosen




SEKRETARIAT JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

No. Kegiatan Evidence
c. Menuangkan Lembar formulir penataan organisasi ke dalam E-
formulir penataan book
organisasi ke dalam
E-book
Jakarta, 5 September 2022
Mengetahui,
Coach

Mentor
G ]
‘ % -

Hermawan Syarif, S.Pd. Ni’mah Wahyu Purnami, S.E
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SEKRETARIAT JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

Laporan Aktualisasi Minggu Ke-4

Nama :  Dem Irfan Muhammad Ginting
NIP : 199609052022021001
Unit Kerja :  Subbagian Organisasi
Isu : K infc i detail i unit yang k
p organisasi di lingk X iat Jenderal DPR RI
Gagasan :  E-book yang berisikan pand ip or isasi pada

lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

No. Kegiatan Evidence
1. Sosialisasi program E-
book kepada unit kerja
lain
a. Diskusi dengan 1) Catatan K Itasi seb i dalam
mentor/coach link https:/bit.lv/3BAAgmK
2) Foto dokumentasi pelaksanaan
Hari/ I: Jumat 9 September 2022
Lokasi: Ruang Rapat Pusat Pendidikan dan
Pelatihan

SEKRETARIAT JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 /5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

No. Kegiatan Evidence
b. Menghubungi 1) Foto dokumentasi pelaksanaan
beberapa unit terkait Hari/ 1= SeninS ber 2022
dengan  sosialisasi % s
program E-book Lokasi: Ruang Rapat Bagian Pembentukan Produk
mengenai panduan Hukum

dalam penataan
organisasi




SEKRETARIAT JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

No. Kegiatan Evidence
2) Infografis pada portal.dpr.go.id

Diupload pada Jumat 9 September 2022

an informasi terkat alur proses
s S o yar Geutuhkan st fengks

o Samduan

o emataon Sroen
ok o T
LG Py ity Tobsuras Jerndarst DR K3 Soamee 18 Tahin

Z510EneanG Prdoman Penatasn GrmNILas: M Senretans: denderal

Bocamuan’ Sz
PENGUMUMAN

h viewers
b N

Ly

Buku Panduan Penataan Organisasi
Buku Panduan Penataan Organisasi ini dilengkapi
mekanisme dan prosedur serta formulir usulan penataan
organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR Rl

se 22 . Readnow

SEKRETARIAT JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 /5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

No. Kegiatan Evidence
2. Pembuatan laporan
akhir kegiatan Latsar
CPNS 2022
a. Diskusi dengan 1) Catatan Konsultasi sebagaimana tercantum dalam
mentor/coach link https:/bit.ly/3df1Z4z
2) Foto dokumentasi pelaksanaan
Hari/tanggal: Rabu 14 September 2022
Lokasi: Ruang Rapat Pusat Pendidikan dan
Pelatihan
— = \ "
- - e |
]
£
I\ " o " 2
S
b. Pembuatan video 1) Video testimoni terkait E-book panduan penataan
testimoni organisasi dapat dilihat melalui link
b Qv




SEKRETARIAT JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

No. Kegiatan Evidence
c. Penyusunan 1) Saran dan masukan dari coach dan mentor terkait
’ laporan aktualisasi penyempurnaan laporan aktualisasi

f

'

TS
S Rev ipkhipk o diatmn di vemp sth
Fryeten
L T - PRYUAN 37 fmpain | Felmveno
Tdae  der Femforctom

il

G fennsomen  lal,_abhi-
Termbsbar  pentleamn  erchisk 14ty
hestne St EViAtovk AL (=g,

Jakarta, 14 September 2022
Mengetahui,

Coach Mentor

ahyu Puﬂﬂﬁrs,li

ermawan Syarif, S.Pd.

Lampiran 10- PPT Presentasi



Dem Irfan Muhammad

Ginting, S.1.P.

Analis Organisasi
Sekretariat Jenderal DPR RI

demirfanmginting@gmail.com
081293844463

bangga

>
BerAKHLAK melayani

e P Ao
roboi e bangsa

Buku Panduan Mengenai Tata
Cara Pengajuan Penataan
Organisasi pada Lingkungan
Sekretariat Jenderal DPR RI

Dem Irfan Muhammad Ginting
Analis Organisasi 23 September
199609052022021001 2022
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SERMETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPLALIKINDONESIA

ALASAN PEMILIHAN —

TENTANG
PEDOMAN PENATAAN ORGANISASI DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Meskipun sudah terdapat Persekjen yang mengatur perihal
pedoman penataan organisasi, namun penyampdian yang
dilakukan oleh unit belum sesuai dengan kelengkapan
sebagaimana dijelaskan dalam pedoman yang saat ini ada
(Persekjen Nomor 18 tahun 2016).

Permasalahan ini mengakibatkan data yang dikirimkan oleh unit
kerja tidak sesuai sebagaimana yang diinginkan oleh Subbagian
Organisasi.

S JADWAL
KEGIATAN

Rancangan o
g Realisasi

JADWAL KEGIATAN AKTUALISASE

Matrik Jadwal Rencana Kegiatan Aktualinasi N Keglatan’ AGUSTUS
» Kegiatan AGUSTUS SEPFTEMBER ? Tahapas Kegiatan sl vy by
Tahapan Kegiatan tlwjmiw v fofmiw I | Kegstan Ke-1 Melakukan

T [ Keputm KT Mclakukan wudi Ttcratur terkait Dasar

stodi teratr teskait Dasar Hukum Peastasn Organiaasi

Hukum Penatasn Orgamaans T Kegion %ol
T Kepatm el Mongidentifikani 30

Meogdeotfikans sta mcayusun Lomcp mutens

PN vo—— I PP

yang  skin  deuanghan Kedalam E-book

Acdlam E-book

Kegiatan Ked Membost

Kegatmn Ke3 Membaxt formul mengenai daca apa

formuls mengenai data apa saja yang diborubkan okch
saja yang Sbutsbhan okch Sibbegion  Ovganiossi
Subbugian  Ovgamisasi

ketika ada unit yang ingin
ketika ada unit yang ingin
mengyukan  penatamn

prm—

mongajokan  posstasn

organean
T [ Regatan Ke- 4 Menywon

Kegutan Ke- 4 Mempwon

oowp  infografis sl
Lonscp infografia  shur W=

crataan orgamisast
[Rn—— s oo

ogitan Ke -5 Memboat £
book menpensi pandusn
dalamn pestasn crganman
& Imghungan Sekrctariat
Jendensi DPR R Jendersl DPR RI

egistan Ke- 6 Sowaliuast

Keiatan Ke -5 Membust £~
book mengensi  panduan
dalam penstasn organsast
& loghungan Sckrctariat

Kegutan Ke- 6 Soustnas

progrom F-book lepada et program E-book kepads unst
Kerjs lin Kerja lain

T [ Kegmon Ko7 Pembustan 7. | Kegiotan Ke-7 Pembustan
laporan skhir kegistsn lapocan akdur kegiatan
Latsar CPNS 2022 Latsar CPNS 2022
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KEGIATAN 1

Melakukan studi literatur
terkait Dasar Hukum terkait

Penataan Organisasi

Tahapan :

kepada mentor/ coach

organisasi.

SASI DI LINGKUNGAN
KEAMLIAN DEWAN
PERWAKILAN RAXYAT REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RANMAT TUAN YANG MAHA ESA

Output :

Sekretariat Jenderal DPR RI.

Kompeten, akuntabel dan loyal.

KE G IATAN 2 Mengidentifikasi atau

menyusun konsep materi
yang akan dituangkan
ﬂ» 3%’ kedalam E-book
# Tahapan :
* Diskusi dengan mentor/coach

« Mengumpulkan informasi dari
'. Persekjen Nomor 18 tahun 2016

BUKu Pn"nunl BUKU ke dalam E-book

PANDUAN » Membuat list mengenai point-
PENATAAN PENATAAN i i
point apa saja yang akan
onﬁn"lsns‘ ORGANISASI dituangakan kedalam buku
) panduan.
Output:

Teridentifikasinya point-point apa saja
yang akan dituangkan kedalam E-book
mengenai panduan dalam penataan
organisasi.

kompeten, adaptif dan akuntabel.

BeraxuLAK 3

* Melakukan konsultasi rencana pelaksanaan aktualisasi

¢ Melakukan pencarian dasar hukum terkait penataan

Dokumen peraturan terkait penataan organisasi di lingkungan

N O
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SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKIL. RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA

USULAN PENATAAN ORGANISASI
A.Pendahuluan
1. Latar Belakang Penataan Organisasi
2. Dasar hukum
3. Maksud dan tujuan penataan Organisasi
B.Kondisi dan per
C.Perbandingan antara struktur organisasi existing dengan

yang i org:

usulan yang baru
. Struktur Organisasi
Analisis Jabatan

K ka Standart Oy g F s (SOP)

1
2
3. Analisis Beban Kerja
4.
s

. Data pendukung lainya

Nama Jabatan

Tanda Tangan

(Nama lengkap)

KEGIATAN 3

Membuat formulir mengenai data apa saja yang
dibutuhkan oleh Subbagian Organisasi ketika ada

unit yang ingin mengajukan penataan organisasi

Tahapan :

¢ Diskusi dengan mentor/coach

* Membuat formulir penataan organisasi, yang berisikan:

* Pendahuluan (Latar belakang penataan organisasi, Dasar hukum, maksud dan
tujuan dilakukanya penataan organisasi)

» Kondisi dan permasalahan yang dihadapi organisasi

e Perbandingan antara struktur organisasi existing dengan usulan yang baru
(Struktur organisasi, analisis jabatan, analisis beban kerja, kerangka SOP, dan

data pendukung lainya)

Output:
Teridentifikasinya data apa saja yang sesungguhnya dibutuhkan Subbagian
Organisasi dari unit yang mengajukan penataan organisasi.

Berorientasi pelayanan, akuntabel dan kompeten.

KEGIATAN 4 -

J i
Mengidentifikasi atau o
menyusun konsep materi 4§ o omr s
yang akan dituangkan o

kedalam E-book ;‘ e i

Tahapan :
» Diskusi dengan mentor/coach

+ Membuat list mengenai mekanisme apa saja —
yang akan dituangkan kedalam E-book s ?‘4‘
Output: smtmmmm et
Teridentifikasinya diagram alur penataan e )
organisasi
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KEGIATAN 5

Membuat E-book mengenai panduan dalam
penataan organisasi di
Sekretariat Jenderal DPR RI

lingkungan

Tahapan :
« Diskusi dengan mentor/coach
 Menuangkan mekanisme dan prosedur penataan
organisasi
« Menuangkan formulir penataan organisasi ke dalam E-
book

QOutput:

E-book mengenai panduan dalam penataan organisasi di
lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI

Loyal, adaptif dan harmonis.

KEGIATAN 6

Sosialisasi program E-book
kepada unit kerja lain

SEKRETARIAT JENDERAL
AN

Output:

Tahapan :

PENDAHULUAN

Penatoan crgonisasi diakukan  sebagai
soloh satu cora guea  mewujudkan
Sewetoriat lenderal DPR R yong
professional dan modern.

Pedoman ot penatoon organisasi
taloh diatur_datam Paraturan Sekretaris
Jendercl DPR RI Nomor 18 Tohun 2016
tantang Pedoman Panataon Organisasi di
Sekretoriat Jenderal DPR R, nomun dalam
pelaksonaon penatoan organisos, mash
tardapat masaloh yokni kurangnys informasi
(dota) yang diojukan oleh unit yang ingin
mengojukon usulan penataan rganisasi.

Dangon hodimya E-book ini, diharapkan unit
berjo lebh mudoh memobami  don
melokukan pemyusunan usulon  penatoan
organisasi, sehingga unit-unit terkait di
Sewetoriot Jenderal DPR B dopat
memberikon  informaz sebogaimena
dimoksud  dolam  memudahkon  proses
penatoon organisos

Farmulir Usulan Penataan
Organisasi

Crownioad formulir melalui link

Downioad Panduan Pengisian formusr meksiui ink

* Diskusi dengan mentor/coach
*« Menghubungi beberapa unit terkait dengan sosialisasi program E-book

mengenai panduan dalam penataan organisasi.

Unit lain mengetahui produk E-book ini sehingga memudahkan unit tersebut ketika
ingin mengajukan penataan organisasi.

Sl Dmca A5 B Harmonis, adaptif dan berorientasi pelayanan.
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Dokumentasi Sosialisasi

KEGIATAN 7

PENGUMUMAN PORTAL |
Panduan Penataan Organisasi

Datam rangka memberikan kemudahan informasi terkait aiur proses

2016 tantang Pedoman Panataan Organisasi di Sekretariat Jenderal
DPR RL

BoraxuLaK R,

PENGUMUMAN

Dapat diakses pada link berikut:
https://bit.ly/BukuPanduanOrtala
hetps:/ /bit.ly/StrukturSetjenDPR

Pembuatan laporan
kegiatan Latsar CPNS 2022

Buku Panduan Penataan Organisasi

Buku Panduan Penataan Organisasi ini dilengkapi
mekanisme dan prosedur serta formulir usulan penataan
organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI

s+ 205 Read now

akhir

Tahapan :
« Diskusi dengan mentor/coach
» Pembuatan video testimoni dan
Pembuatan bahan paparan
laporan aktualisasi.

Output:
Terciptanya produk baru dari
Subbagian Organisasi.

Akuntabel, adaptif dan loyal.
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AKTUALISASI - AKTUALISASI

Persekjen DPR RI Nomor 18 Tahun 2016 " E-book Panduan Penataan Organisasi

BUKU
PANDUAN
PENATAAN

ORGANISASI

Perkembangan sejak di update pada portal
dpr.go.id pada 9 September 2022

203,
e
|~
). A = 175 "
| —_— I
¢ 4
% 122
14 16 19 22

September September September September
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L

KENDALA & SOLUSI ?

a8

Melibatkan banyak pihak Merubah design

Aktualisasi ini melibatkan berbagai pihak yang
memiliki jadwal yang cukup padat, sehingga
membutuhkan koordinasi yang baik agar hasil
aktualisasi ini dapat selesai tepat waktu

Perubahan design dikarenakan perbedaan size yang
terdapat dalama website canva.com dan size yang
dibutuhkan dalam website bookcreator.com

STAKEHOLDER

L

Internal

e« Kepala Bagian Organisasi dan Tata
Laksana (Bapak Koko Surya Dharma
A.K.S., M.Si).

e Kepala Subbagian Organisasi (lbu
Ni'mah Wahyu Purnami, S.E).

e Rekan Kerja Bagian Organisasi dan
Tata Laksana

Eksternal

e Kepala Biro Hukum dan Pengaduan
Masyarakat (lbu Arini Wijayanti,
S.H., M.)

e Kepala Subbagian Perumusan Produk
Hukum (lbu Pradina Kurnia Sari
Hidayah, S.H.)

*« Rekan-rekan Bagian Pembentukan
Produk Hukum




KESIMPULAN

Dengan hadirnya E-book Panduan Penataan
Organisasi ini, diharapkan unit kerja di lingkungan
Sekretariat Jenderal RI mengetahui mengenai
prosedur, dasar hukum, serta data apa saja yang perlu
dikirimkan unit pengusul kepada Subbagian Organisasi
terkait penataan organisasi.

Pengemasan produk baru Subbagian Organisasi yang
berbentuk digital ini juga merupakan salah satu cara
guna mewujudkan Sekretariat Jenderal DPR Rl yang
professional dan modern.

E-Book Panduan Penataan organisasi

j Buku Panduan Penataan Organisasi

SARAN

1.Apabila terdapat update pada dasar hukum, prosedur dan
mekanisme serta perubahan aturan lain yang diperlukan
unit pengusul, Subbagian Organisasi perlu melakukan
update berkala pada E-book Panduan Penataan
Organisasi

2.Agar Subbagian  Organisasi lebih  aktif dalam
menyampaikan E-book Panduan Penataan Organisasi
terhadap unit pengusul penataan organisasi yang belum
memahami prosedur, mekanisme serta infomasi yang
dibutuhkan Subbagian Organisasi.

3.Agar Subbagian Organisasi menambahkan informasi
terkait penataan organisasi dari Peraturan Sekretaris
Jenderal Nomor 18 Tahun 2016 ke dalam E-book.

e < @ 4 Readtome

BUKU
PANDUAN
PENATAAN
ORGANISASI
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bangga

>
TESTIMONI R A

Kepala
dan Pengad

bangga

>
BerAKHLAK melayani

Formons o7 200pn oabrat T bangsa

https://bit.ly/BukuPanduanOrtala

Lampiran 11- QR Qode Buku Panduan Penataan Organisasi
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